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ABSTRAK 

KUALITAS PELAYANAN DINAS SOSIAL DALAM 

PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA  

(ODGJ) TERLANTAR DI KABUPATEN KAMPAR 

 

Oleh : 

 

FATMA SAFA MAULIDA 

NIM. 12170522427 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah Orang Dengan 

Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Kampar. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis kualitas pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kampar dalam 

penanganan ODGJ serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang 

muncul di lapangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

metode deskriptif. Informan terdiri dari pegawai Dinas Sosial, staf bidang 

rehabilitasi ODGJ Dinas Sosial, Petugas Rumah Sakit Jiwa Tampan, dan 

Masyarakat. Teori yang digunakan yaitu teori Zeitham sebagai landasan utama 

dan teori kualitas pekayanan  sebagai teori Tangibles, Reliability, Responsiveness, 

Assurance dan Emphaty.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah melaksanakan 

kelima indikator tersebut. Kualitas pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kampar 

belum optimal karena keterbatasan jumlah petugas di setiap kecamatan, meskipun 

sumber daya manusia yang tersedia cukup kompeten dan responsif. Selain itu, 

kurangnya sarana dan prasarana penunjang juga menjadi faktor penghambat 

dalam mendukung pelaksanaan pelayanan secara maksimal. Upaya yang 

dilakukan Dinas Sosial mencakup peningkatan kolaborasi dengan pihak desa dan 

kepolisian, penyebaran informasi, pengoptimalan fungsi ruang yang ada serta 

pengusulan ruang observasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas 

pelayanan yang diberikan Dinas Sosial maish kurang optimal, terutama kerena 

keterbatasan fasilitas penunjang. Namun, upaya Dinas Sosial dalam mengatasi 

kekurangan tersebut sudah cukup aktif. Meskipun demikian, peningkatan tetap 

diperlukan agar pelayanan terhadap penanganan ODGJ dapat berjalan lebih 

optimal.  

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Dinas Sosial, Orang Dengan Gangguan Jiwa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Kehidupan yang sejahtera, lahir dan batin, merupakan hak setiap warga 

negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Secara globalisasi, 

kesehatan jiwa telah diakui sebagai komponen kritis dari kesehatan dan 

kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Organisasi kesehatan dunia (WHO) 

menunjukkan bahwa kesehatan jiwa bukan hanya sekedar tidak adanya ganggguan 

jiwa, tetapi keadaan dimana suatu individu menyadari potensi pada dirinya, dapat 

menangani tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif, dan 

mampu memberikan kontribusi pada komunitasnya(Organization, 2022) 

Di Indonesia, masalah kesehatan jiwa merupakan suatu beban yang 

signifikan. Jumlah penduduk yang sangat besar merupakan salah satu tantangan 

dalam kesehatan jiwa masyarakat bagi Indonesia. Bahkan, masalah di suatu 

daerah bisa berbeda dengan masalah di daerah lain. Salah satu bentuk respons 

pemerintah dalam penanganan masalah tersebut adalah dengan melakukan 

kebijakan sosial, seperti penyediaan jaminan sosial, perumahan, layanan 

kesehatan, pendidikan, serta pelayanan sosial secara pribadi ( Agusnuli, 2024). 

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) oleh Kementerian 

Kesehatan RI, prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk usia di atas 

15 tahun menunjukkan angka yang signifikan dan cenderung meningkat. Di 

tingkat nasional, masalah kesehatan jiwa diperkirakan dialami oleh sekitar 20 juta 

orang. ODGJ berat, seperti skizofrenia, seringkali tidak hanya membutuhkan 
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penanganan medis tetapi juga dukungan sosial yang komprehensif untuk 

memulihkan fungsi sosialnya dan mencegah terjadinya pasung (penelantaran dan 

pengikatan), sebuah praktik yang masih terjadi meski telah dilarang oleh undang-

undang (Kemenkes, 2020). 

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dimana penyelenggaraan Kesejahteraan 

Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan 

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial 

guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi 

sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. 

Kesejahteraan sosial dalam peraturan pemerintah tersebut salah satunya 

difokuskan kepada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). 

ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) merupakan salah satu diantara 

permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia yang dilandasi dalam Undang 

Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yang dimaksudkan untuk 

menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik berdasarkan hak 

asasi manusia. Selanjutnya dijelaskan bahwa ODGJ (Orang Dengan Gangguan 

Jiwa) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan 

perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan 

perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan 

dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Gangguan jiwa dapat 

disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya faktor biologis, faktor 

psikologis, dan faktor sosial spiritual. Faktor biologis seperti penyakit fisik kronis, 
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yang dapat mempengaruhi otak. Faktor psikologis misalnya pola adaptasi, pola 

penyelesaian masalah, pola mekanisme pertahanan diri dan pola kepribadian. 

Sedangkan faktor sosial spiritual contohnya adalah pola relasi, sistem dukungan, 

situasi khusus/krisis, tantangan/tugas-tugas dan stressor atau pemicu (Yogi et al., 

2025) 

Seseorang yang mengalami gangguan jiwa umumnya menghadapi 

permasalahan pada aspek pikiran, perilaku, dan emosi, yang tampak melalui 

berbagai gejala maupun perubahan perilaku signifikan. Kondisi ini menimbulkan 

penderitaan serta membatasi kemampuan mereka dalam menjalani kehidupan 

sehari-hari secara wajar. Di sejumlah daerah, penanganan terhadap ODGJ masih 

banyak dilakukan dengan cara-cara tradisional. Selain itu, stigma negatif 

masyarakat terhadap ODGJ masih sangat kuat, sehingga banyak penderita yang 

justru diperlakukan secara tidak manusiawi, bahkan diabaikan oleh keluarga 

karena dianggap sebagai beban tambahan. Pada keluarga dengan kondisi ekonomi 

terbatas, keterbatasan biaya untuk pengobatan membuat penderita sering kali tidak 

mendapatkan perawatan yang semestinya.Hal ini diakibatkan karena banyaknya 

ODGJ yang terlantar di jalanan tanpa adanya tempat tinggal (Tarigan et al., 2025) 

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk 

melindungi ODGJ, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 

tentang Kesehatan Jiwa. UU ini menekankan pada upaya promotif, preventif, 

kuratif, dan rehabilitatif yang holistik. Lebih khusus, Peraturan Menteri Sosial 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang pendampingan sosial bagi orang 

dengan gangguan jiwa menjadi pedoman teknis bagi dinas sosial di daerah dalam 
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melaksanakan program penanganan ODGJ. Program ini mencakup identifikasi, 

assessment, rehabilitasi sosial, pemberdayaan, dan bantuan sosial untuk 

memastikan ODGJ dapat hidup layak dan terintegrasi dengan masyarakat. 

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang 

Kesehatan Jiwa ini meliputi: 1. Penetapan definisi dan ruang lingkup kesehatan 

jiwa, termasuk hak-hak individu dengan masalah kejiwaan. 2. Penetapan hak 

ODGJ untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang mudah dijangkau, 

sesuai dengan standar pelayanan, dan jaminan obat psikofarmaka. 3. Pemeriksaan 

kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum terhadap ODGJ yang 

melakukan tindak pidana. 4. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

tentang pentingnya kesehatan jiwa dan mengurangi stigma terhadap gangguan 

jiwa. 5. Penetapan mekanisme pengelolaan harta benda ODGJ yang dilindungi 

oleh undang-undang. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan 

perlindungan, pelayanan, dan hak-hak yang layak bagi individu dengan masalah 

kejiwaan dan gangguan jiwa. Dengan adanya undangundang ini, diharapkan 

pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia dapat baik (Ramadhana, 2024).  

Keberadaan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) terlantar bukan hal baru 

di Indonesia. Fakta bahwa ODGJ terlantar dijalanan harus menjadi perhatian 

serius bagi Pemerintah. Pemerintah harus menanggapi masalah ini dengan 

menyediakan layanan kesehatan dan perlindungan sosial bagi ODGJ, karena 

ODGJ terlantar termasuk dalam kategori Pemerlu Pelayanan  Kesejahteraan Sosial 

(PPKS). Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk 

merehabilitasi individu penderita gangguan jiwa yang terlantar atau 
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menggelandang, mengancam diri sendiri dan orang lain, serta mengganggu 

keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. ODGJ terlantar 

masuk kedalam kategori sebagai berikut: 

1. Tidak mampu; 

2. Tidak mempunyai keluarga atau wali; 

3. Tidak diketahui keluarganya. 

Kabupaten Kampar, sebagai salah satu daerah yang terus berkembang di 

Provinsi Riau, tentu tidak lepas dari permasalahan ini. Dinas Sosial (Dinsos) 

Kabupaten Kampar merupakan lembaga pemerintah daerah yang memikul 

tanggung jawab utama dalam melaksanakan kebijakan dan program sosial di 

tingkat lokal, termasuk penanganan ODGJ. Dinsos Kampar dituntut untuk dapat 

menjalankan perannya secara efektif, mulai dari pendataan, pemberian bantuan, 

rehabilitasi di panti sosial, hingga reintegrasi ODGJ ke dalam keluarga dan 

masyarakat. 

Permasalahan ODGJ terlantar disetiap daerah memang menjadi perhatian 

pemerintah termasuk di Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar merupakan salah 

satu daerah perbatasan Riau-Sumbar dan lintas sektor Sumatera-Riau, dengan 

kondisi wilayah demikian begitu banyak dijumpai Orang Dengan Gangguan Jiwa 

(ODGJ) terlantar yang berkeliaran di Kabupaten Kampar khususnya di Kecamatan 

Bangkinang Kota. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas Sosial 

Kabupaten Kampar perlu melakukan penanganan terhadap ODGJ terlantar yang 

ada diwilayah Kabupaten Kampar agar wilayah Kabupaten Kampar bisa terhindar 
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dari dampak negative dengan keberadaan ODGJ terlantar di Kabupaten Kampar, 

apalagi ODGJ yang banyak dijumpai di Kabupaten Kampar adalah ODGJ 

pendatang bisa jadi ada kiriman dari daerah lain, bisa jadi ODGJ tersebut 

menggelandang di suatu daerah tertentu.  

Kabupaten kampar memiliki jumlah ODGJ yang cukup banyak. Hal ini 

dapat dilihat dari tabel dibawah ini jumlah ODGJ dari tahun 2021-2024 di 

Kabupaten Kampar. 

Tabel 1.1 Data Jumlah ODGJ Di Kabupaten Kampar Tahun 2021-2024 

No Kecamatan 2021 2022 2023 2024 

1. Kampar 7 orang 7 orang 12 orang 16 orang 

2. Salo 3 orang 5 orang 5 orang 4 orang 

3.  Kampa 6 orang 10 orang 10 orang 8 orang 

4. Rumbio jaya 1 orang 4 orang 6 orang - 

5. Kuok 1 orang 3 orang 3 orang 9 orang 

6. XIII Koto Kampar 3 orang 3 orang 5 orang 3 orang 

7. Bangkinang Kota 18 orang 22 orang 30 orang 38 orang 

8. Kampar Kiri 

Tengah 

- - 6 orang 10 orang 

9. Siak Hulu 4 orang 7 orang 3 orang 9 orang 

10. Tapung Hilir 1 orang 1 orang 3 orang 7 orang 

11. Kampar Utara 3 orang 3 orang - 15 orang 

12. Kampar Kiri Hilir - - - 8 orang 

13. Bangkinang 2 orang 2 orang 6 orang 4 orang 

14. Koto Kampar Hulu 2 orang 2 orang 5 orang 6 orang 

15. Tapung Hulu 3 orang 4 orang 5 orang 10 orang 

16. Tapung 8 orang 12 orang 6 orang 9 orang 

17. Tambang 6 orang 18 orang 22 orang 20 orang 

18. Kampar Kiri Hulu 31 orang 33 orang 29 orang - 

19. Kampar Kiri 1 orang 4 orang 4 orang 2 orang 

20. Gunung Sahilan - - 3 orang - 

21. Perhentian Raja 1 orang 1 orang 4 orang 9 orang 

 Jumlah 101 141 167 189 

  Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Kampar 2025 

 

Berdasarkan hasil pra riset yang dilakukan di Dinas Kabupaten Kampar 

dari tabel diatas bahwasanya jumlah ODGJ dikabupaten Kampar Pada tahun 2021 
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jumlah ODGJ sebanyak 101 orang, pada tahun 2022  jumlah ODGJ sebanyak 141 

orang, dan pada tahun 2023 jumlah ODGJ sebanyak 167 orang. Sementara pada 

tahun 2024 jumlah ODGJ sebanyak 189 orang. Dari tabel di atas dapat dilihat 

bahwa jumlah ODGJ dari tahun ketahun selalu mengalami kenaikan  jumlah 

ODGJ. Hal ini sangat memprihatinkan dan butuh penanganan dari pemerintah 

setempat sehingga permasalahan ini bisa diatasi.  

Berikut Data Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar pada tahun 

2023 dan 2024: 

Tabel 1.2 Data ODGJ Terlantar pada Tahun 2023 dan 2024 

No Kecamatan Tahun 2023 Tahun 2024 

1 Kampar 3 orang 3 orang 

2 Tambang 3 orang  10 orang 

3 Tapung 2 orang  3 orang 

4 Kuok 3 orang  3 orang 

5 Bangkinang Kota 5 orang  10 orang 

6 Siak Hulu 3 orang 2 orang 

7 Kampa 1 orang  1 orang 

8 Rumbio jaya - 1 orang 

9 Salo - 1 orang 

10 tapung Hulu 1 orang  - 

11 Koto Kampar hulu 1 orang - 

Total 22 orang 34 orang  

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kampar 2025 

 Berdasarkan hasil pra riset terkait ODGJ terlantar di Dinas Sosisal 

Kabupaten Kampar pada tabel diatas dapat dilihat bahwa bahwa jumlah ODGJ 

Terlantar di kabupaten Kampar berjumlah 22 orang dan pada tahun 2024 jumlah 

ODGJ terlantar meningkat yang mana berjumlah 34 orang ODGJ terlantar di 

kabupaten Kampar, dimana kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan 

Tambang yang memiliki jumlah ODGJ terbanyak diantara kecamatan lainnnya 
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yang ada di Kabupaten Kampar. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas 

terkait asal usul ODGJ terlantar Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. 

Tabel 1.3 Asal-Usul ODGJ Terlantar Di Kabupaten Kampar Tahun 2024 

No 
Inisial Asal-usul 

Jenis 

Kelamin 

1 AJ Tanjung Medan (Riau) L 

2 AR Painan (Sumatera Barat) L 

3 BD Dumai (Riau) L 

4 BK Kumpeh (Jambi) L 

5 CF Tanjung Raya (Sumatera Barat) L 

6 CL Kapur IX (Sumatera Barat) L 

7 DM Batu Sangkar (Sumatera Barat) L 

8 DN Bangun Purba (Riau) L 

9 EO Batang Tuaka (Riau) P 

10 ES  Jujuhan (Jambi) P 

11 FG  Painan (Sumatera Barat) L 

12 FP Siak Kecil (Riau) L 

13 GQ Bengkalis (Riau) L 

14 HP  Koto Tuo (Sumatera Barat) L 

15 HR  Medan Polonia (Sumatera utara) L 

16 IR Tambusai Riau L 

17 IS Bantan (Riau) L 

18 JK  Gandus (Palembang) L 

19 JT  Medan Labuhan (Sumatera Utara) L 

20 KU  Sungai Pagu (Sumatera Barat) L 

21 LM Gaung (Riau) L 

22 LV  Kertapati (Palembang) L 

23 NO  Lima Puluh Kota (Sumatera Barat) L 

24 PR Sungai Sembilan (Riau) L 

25 QS  Jati Agung (Lampung) L 

26 RT  Balik Bukit (Lampung Barat) P 

27 SA  Kumpeh (Jambi) L 

28 TB  Batu Balang (Sumatera Barat) L 

29 UC  Gurun (Sumatera Barat P 

30 VD Medang Kampai (Riau) L 

31 WT Rokan IV Koto (Riau) L 

32 XA  Maro Sebo (Jambi) P 

33 YB Kuala Cenaku (Riau) L 

34 ZC Ujung Batu (Riau) L 
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Meningkatnya jumlah ODGJ di Kabupaten Kampar tidak terlepas dari 

masih terbatasnya sarana prasarana penunjang seperti rumah singgah, fasilitas 

kesehatan, serta layanan ambulance untuk evakuasi sehingga menunjukkan bahwa 

fasilitas yang tersedia belum memadai.  

Berdasarkan  hasil survey berupa wawancara  dengan Bapak Syaifuddin 

sebagai  Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kampar 

menjelaskan bahwa : 

Dalam penanganan ODGJ terlantar di Kabupaten Kampar masih minimnya 

fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Sosial seperti ambulance untuk 

mengevakuasi ODGJ, belum adanya rumah singgah, dan fasilitas kesehatan 

lainnya yang diperlukan dalam penanganan ODGJ. Selain itu, kami juga 

mengalami kekurangan petugas di tingkat kecamatan. Saat ini, sebagian 

besar penanganan masih terpusat di kabupaten, padahal idealnya setiap 

kecamatan memiliki minimal satu petugas yang bisa segera merespons 

laporan masyarakat terkait ODGJ terlantar.” 

 

Keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar di ruang 

publik tidak hanya mengganggu ketertiban, tetapi juga berpotensi membahayakan 

keselamatan masyarakat. Rendahnya pemahaman tentang kesehatan jiwa serta 

kuatnya stigma negatif menyebabkan ODGJ sering diabaikan dan hidup tanpa 

akses layanan yang layak. Kondisi ini memperburuk kesejahteraan mereka 

sekaligus menunjukkan lemahnya dukungan sosial dan fasilitas rehabilitatif. Oleh 

karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Kampar perlu melakukan penanganan 

strategis di Kecamatan Bangkinang Kota melalui peningkatan penjangkauan, 

asesmen, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial. Langkah ini bertujuan memberikan 

perlindungan, pemulihan, serta kesempatan bagi ODGJ, baik warga setempat 

maupun pendatang, agar dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih layak 

serta mendukung terciptanya ketertiban sosial. 
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Hal ini menjadi permasalahan serius dalam penanganan ODGJ terlantar 

karena jika fasilitas yang dibutuhkan kurang maka akan terjadi ketidak puasan 

masyarakat terhadap pelayanan dari Dinas Sosial, dan hal ini terbukti masih 

banyak ODGJ yang berkeliaran tanpa ada penanganan dari pemerintah setempat. 

Ketersediaan sarana dan salah satu unsur yang mencapai pelayanan yang bermutu 

(Andini et al., 2020). 

Mutu pelayanan dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 

terlantar merupakan faktor yang sangat menentukan dalam upaya pemenuhan 

kebutuhan dasar dan perlindungan sosial. Pelayanan yang berkualitas tercermin 

dari kecepatan, ketepatan, transparansi, serta kemampuan aparatur dalam 

memberikan respons terhadap pengaduan masyarakat. Selain itu, mutu pelayanan 

juga ditunjukkan melalui ketersediaan sarana prasarana yang memadai, sikap 

ramah, serta kejelasan informasi yang diterima masyarakat. Pelayanan yang baik 

akan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Dinas 

Sosial, sekaligus memperkuat peran pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban 

umum. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan menjadi prioritas penting 

agar penanganan ODGJ tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, 

tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan sosial (Rosita, 

2022). 

Menanggapi kondisi tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Kampar 

berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan bagi ODGJ terlantar melalui 

berbagai upaya strategis. Hal ini penting dilakukan karena hingga kini masih 

terdapat keterbatasan fasilitas yang memadai untuk menunjang penanganan 
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ODGJ, sehingga pelayanan belum berjalan secara optimal. Peningkatan pelayanan 

tersebut meliputi penyediaan sarana dan prasarana yang lebih lengkap, 

pelaksanaan program penjangkauan dan asesmen, serta penguatan koordinasi 

lintas sektor. Selain itu, Dinas Sosial juga menekankan pentingnya reintegrasi 

sosial agar ODGJ dapat kembali berfungsi secara layak di tengah masyarakat. 

Langkah ini diharapkan mampu mengurangi stigma, melindungi hak-hak ODGJ, 

serta menciptakan ketertiban sosial yang lebih harmonis di Kabupaten Kampar. 

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, 

khususnya bagi kelompok rentan, Dinas Sosial Kabupaten Kampar memiliki 

peran penting dalam memberikan perlindungan dan pelayanan yang memadai. 

Salah satu kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus adalah Orang 

dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), yang keberadaannya seringkali menghadapi 

stigma sosial dan keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar maupun akses 

pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Kampar 

berkomitmen melaksanakan berbagai bentuk pelayanan yang terarah dan 

berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas hidup ODGJ. Pelayanan yang 

dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar terhadap Orang dengan 

Gangguan Jiwa (ODGJ) mencakup berbagai bentuk intervensi sosial sebagai 

berikut : 

1. Pelayanan rujukan medis ke Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru bagi ODGJ yang 

membutuhkan penanganan intensif.  
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2. Pelayanan pemulangan ke keluarga atau daerah asal setelah pasien 

menjalani perawatan medis di RSJ Pekanbaru sebagai bentuk reintegrasi 

sosial.  

3. Pelayanan penanganan keluarga yang bertujuan memberikan pendampingan 

serta penguatan peran keluarga dalam merawat ODGJ.  

4. Pelayanan pemberian bantuan sosial untuk mendukung pemenuhan 

kebutuhan dasar ODGJ maupun keluarganya, sehingga mereka dapat 

menjalani kehidupan yang lebih layak. 

 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 

Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, untuk itu agar wilayah Kabupaten 

Kampar bisa menjadi daerah ramah lingkungan dan menjadi daerah yang tentram 

dan nyaman bagi masyarakat dari para ODGJ yang meresahkan, perlu dilakukan 

penanganan agar bisa tercipta wilayah yang nyaman, aman dan tentram. Apalagi 

yang banyak menjadi korban dari kekerasan ODGJ tersebut adalah kelompok 

rentan seperti, anak-anak, lanjut usia dan perempuan.  

Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar di Kabupaten 

Kampar dilaksanakan melalui tahapan prosedural yang melibatkan koordinasi 

lintas sektor. Proses penanganan biasanya dimulai ketika ODGJ ditemukan dalam 

kondisi terlantar di lingkungan masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan 

pemenuhan persyaratan administratif sebagai dasar tindak lanjut. Persyaratan 

tersebut mencakup surat keterangan dari kepolisian, surat pernyataan dari 

kelurahan atau kepala desa yang membuktikan bahwa individu tersebut 

merupakan ODGJ terlantar, surat rujukan dari puskesmas menuju Rumah Sakit 
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Jiwa (RSJ), serta surat pengantar dari Dinas Sosial Kabupaten Kampar kepada 

RSJ. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan adanya legalitas, kejelasan 

status, serta alur koordinasi yang efektif dalam upaya rehabilitasi dan perawatan 

ODGJ. 

Berdasarkan observasi sementara di lapangan peneliti menemukan beberapa 

fenonema yaitu: 

1. Banyak laporan masyarakat mengenai ODGJ terlantar yang membutuhkan 

pertolongan cepat, namun penanganan oleh pihak Dinas Sosial sering 

mengalami keterlambatan. 

2. Keterbatasan jumlah ambulans untuk penjemputan ODGJ 

3. Tidak tersedianya rumah singgah khusus ODGJ sementara 

4. Tidak adanya petugas penanganan ODGJ di setiap kecamatan 

5. Minimnya peralatan medis dan perlengkapan keamanan 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, besar ketertarikan 

peneliti untuk membahas dan meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan 

pelayanan dalam penanganan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) ini dalam 

peranan Dinas Sosial Kabupaten Kampar sebagai bentuk nyata dari perhatian 

pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan memberikan hak-hak 

sosial bagi keberadaan penyandang masalah sosial terutama bagi penderita 

disabilitas mental/ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa). Maka berkaitan dengan 

hal tersebut peneliti mengangkat judul mengenai “Kualitas Pelayanan Dinas 

Sosial terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Kabupaten Kampar” 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana kualitas pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kampar terhadap 

penanganan jumlah ODGJ di Kecamatan Bangkinang Kota? 

2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat pelayanan dalam upaya 

peningkatan penanganan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) di 

Kabupaten Kampar? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraiakan oleh penulis, maka 

tujuan yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan penanganan yang 

dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar terhadap penanganan 

ODGJ 

2. Untuk memperoleh informasi terkait  faktor penghambat pelayanan dalam 

upaya peningkatan penanganan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) di 

Kabupaten Kampar 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan permasalahan di atas maka manfaat penelitian yang di 

harapkan penulis secara teoritis dan praktis yaitu :  

a. Manfaat Secara Teoritis 

ecara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait kajian pelayanan 



 

  

15 

 

sosial dan perlindungan bagi ODGJ terlantar. Hasil penelitian ini tidak 

hanya memperluas wawasan, pengalaman, dan pemahaman dalam ranah 

akademik, tetapi juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam penerapan 

metode penelitian sejenis, terutama yang menyoroti peran Dinas Sosial 

Kabupaten Kampar dalam menangani ODGJ terlantar. Lebih jauh, 

penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan sekaligus rujukan bagi 

penelitian selanjutnya yang relevan dengan topik kesehatan jiwa dan 

kesejahteraan sosial..  

b. Manfaat Secara Praktis 

1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya yang 

berkaitan dengan Rehabilitasi ODGJ terlantar. 

2) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang bagaimana tugas Dinas Sosial terhadap rehabilitasi 

ODGJ terlantar. 

3) Bagi Instansi/Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan 

pertimbangan untuk pengambilan kebijakan, khususnya yang 

berkaitan dengan proses penanganan ODGJ terlantar. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Konsep Pelayanan Publik  

2.1.1 Pengertian Pelayanan Publik 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pelayanan berasal 

dari asal kata “layan” menjadi me–la-yani (v) yang berarti membantu menyiapkan 

(mengurus) apa apa yang diperlukan oleh seseorang. Kata melayani juga dapat 

bermakna menyiapkan, mengurus, menerima, menyambut (Zohriah, 2017). 

Sedangkan istilah publik berasal dari kata bahasa Inggris public yang artinya 

umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya diadopsi dari bahasa 

Indonesia yaitu public yang artinya umum, banyak orang, secara masal 

(Auliansyah, 2020) 

Menurut Hidayatullah (2024) Pelayanan berarti melayani suatu jasa yang 

dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang. Kegiatan pelayanan pada 

masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi administrasi 

negara. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang 

lain secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan memiliki peran yang 

sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya 

pelayanan yang baik, pemerintah dapat memenuhi hak-hak dasar warga negara 

sekaligus meningkatkan kualitas interaksi antara negara dan masyarakat. 

Pelayanan publik yang efektif juga menjadi indikator keberhasilan administrasi 

negara dalam menjalankan fungsinya secara transparan, akuntabel, dan 

berorientasi pada kebutuhan masyarakat. 
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Moenir (2008) menyatakan bahwa Pelayanan merupakan serangkaian 

kegiatan sehingga proses pelayanan berlangsung secara rutin dan 

berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. 

Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan tidak hanya bersifat insidental, tetapi 

merupakan aktivitas yang terus menerus dan sistematis demi terpenuhinya 

kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pelayanan menjadi bagian integral dari 

fungsi organisasi, baik pemerintah maupun lembaga sosial, yang bertujuan 

memberikan kemudahan, kepastian, serta kepuasan bagi masyarakat. 

Pada tanggal 18 juli 2009 Indonesia mengesahkan Undang undang Nomor 

25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Menurut undang-undang tersebut, 

pelayanan public adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

penyediaan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undang bagi 

setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administrative 

yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Sejak Undang-undang 

pelayanan public di lakukan sejak tahun 2009, standar pelayanan yang tertera 

dalam peraturan tersebut mulai di jalankan walaupun memburtuhkan proses yang 

panjang (Magdalena et al., 2024). 

Menurut Laia (2022) Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh organisasi publik atau instansi pemerintah yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang dilakukan sesuai 

standar dan peraturan yang telah ditetapkan, pemerintah melalui lembaga dan 

segenap aparaturnya bertugas menyediakan dan menyelenggarakan 

pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik bukan sekadar aktivitas 
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administratif, melainkan wujud konkret dari tanggung jawab negara dalam 

menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat. Dengan adanya pelayanan 

publik yang sesuai standar, pemerintah diharapkan mampu menciptakan rasa 

keadilan, kepastian, serta meningkatkan kualitas hidup warga negara. Selain itu, 

kualitas pelayanan publik juga menjadi cerminan keberhasilan penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik (good governance). 

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 

Tahun 2004, Petunjuk Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Unit Pelayanan 

Badan Negara pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan 

oleh suatu pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan pelayanan. . penerima 

dan sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penyedia pelayanan public adalah pejabat pelayanan publik, pemerintah daerah, 

dan perusahaan daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik. Sedangkan 

penerima pelayanan publik adalah orang perseorangan atau kelompok masyarakat 

dan badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap pelayanan publik 

(Hidayatullah, 2024) 

Pelayanan publik dilaksanakan dengan asa dasar. Menururt Siswidiyanto 

& Suhartono Winoto (2021) dikutip dari buku Amin Ibrahim dengan judul  “Teori 

dan Konsep Pelayanan Publik dan Implementasinya”, menunjukkan bahwa 

pelayanan publik setidaknya mencakup lima asas berikut: 

a. Pemberian dan penerimaan pelayanan publik harus dipahami dengan baik 

oleh semua pihak, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan hak 

dan kewajiban kedua belah pihak.  
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b. Meskipun terdapat persyaratan undang-undang saat ini, namun pengawasan 

terhadap berbagai pelayanan publik harus diubah sesuai dengan tuntutan dan 

kemampuan membayar masyarakat, dengan tetap menjaga efisiensi dan 

efektivitas.  

c. Kelancaran, keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum harus dicapai 

dengan memberikan hasil pelayanan publik dan proses belanja yang 

berkualitas dan dapat diperhitungkan. 

Kualitas pelayanan public merupakan kemampuan organisasi pelayanan 

public untuk memberikan pelayanan yang dapat memuaskan para pengguna jasa 

baik melalui pelayanan teknis maupun administrasi (Suprianto, 2023). Kualitas 

pelayanan merupakan salah satu ukuran untuk menilai pelayanan public. 

Pelayanan publik yang berkualitas dan prima haruslah memenuhi tolak ukur 

dari kualitas pelayanan. Tolak ukur Pelayanan adalah acuan standar yang akan 

digunakan sebagai landasan dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan dan 

juga acuan indikator penilaian kualitas pelayanan, sebagai sebuah kewajiban dan 

janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 

mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur 

(Sallu, 2023). 
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2.1.2 Azas Pelayanan Publik 

Prinsip-prinsip dasar dalam pelayanan publik berperan sebagai 

landasan bagi aparatur pemerintahan atau pejabat administrasi negara dalam 

menciptakan tata kelola yang baik. Berdasarkan penelitian Muin Fahmal, 

asas-asas umum pelayanan publik yang ideal menjadi acuan penting bagi 

penyelenggara negara dalam menjalankan kewenangannya. Pedoman ini 

bertujuan memastikan bahwa setiap langkah atau kebijakan yang diambil 

tetap sejalan dengan tujuan hukum yang sesungguhnya. Ada pun azas-azas 

umumnya menurut (Eliyusandi, 2020). 

1. Transparansi  

Pelayanan publik kerap belum mencapai tingkat optimal, khususnya 

karena sejumlah aparatur belum menunjukkan sikap terbuka serta 

tidak mampu menyampaikan informasi secara jelas dan mudah 

dimengerti. Kurangnya keterbukaan ini menjadi kendala terutama bagi 

masyarakat awam yang memerlukan penjelasan sederhana. Mengingat 

banyak warga belum memiliki pemahaman yang memadai terhadap 

proses pelayanan, pendekatan yang bersifat komunikatif dan 

bersahabat dari petugas sangat dibutuhkan.  

2. Akuntabilitas  

Akuntabilitas mencakup dua aspek utama: pertanggungjawaban 

kepada atasan dan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. 

Interaksi antara petugas dan masyarakat harus berlangsung secara 

baik, di mana setiap penyelenggara wajib memberikan layanan yang 
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bertanggung jawab, efisien, serta mudah diakses. Tujuannya adalah 

agar masyarakat dapat mengurus kepentingannya tanpa hambatan, dan 

proses layanan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara 

menyeluruh.  

3. Kondisional  

Pelayanan publik harus disesuaikan dengan ketentuan hukum serta 

norma norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini mencerminkan 

penerapan prinsip pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan 

dan nilai sosial. Pengawasan oleh masyarakat menjadi faktor penting 

agar pelaksanaan layanan tetap berada dalam jalur yang sesuai dengan 

situasi dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat.  

4. Partisipasi  

Pelaksanaan pelayanan publik harus mengikuti ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Prinsip partisipatif mencakup seluruh aspek 

pelayanan mulai dari ketentuan persyaratan, biaya, durasi hingga 

metode pelayanan. Prinsip ini mendorong penyedia layanan untuk 

memberikan informasi yang jelas kepada pengguna terkait persyaratan 

yang diperlukan, serta pentingnya pemenuhan syarat tersebut dalam 

proses pelayanan.  

5. Non-Diskriminasi  

Penerapan prinsip pelayanan publik harus bebas dari unsur 

diskriminasi terhadap siapa pun yang memerlukan layanan. Sistem 

pelayanan dirancang agar dapat dipahami oleh semua pihak yang 
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berkepentingan. Pemahaman ini tidak hanya terbatas pada arti harfiah 

dari aturan yang berlaku, tetapi juga mencakup penjelasan mendalam 

mengenai makna serta tujuan dari setiap prosedur. Kejelasan 

informasi mengenai syarat, proses, biaya, dan waktu sangat penting 

untuk memastikan kesetaraan layanan bagi seluruh masyarakat.  

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban  

Akses informasi yang mudah terkait asas-asas pelayanan publik 

memperkuat keseimbangan antara hak masyarakat sebagai penerima 

layanan dan kewajiban pegawai sebagai penyedia layanan. Semakin 

terbuka dan mudah diakses informasi pelayanan, semakin besar pula 

kemungkinan masyarakat mendapatkan layanan yang memuaskan. 

Kondisi ini juga memperkuat hubungan timbal balik yang positif 

antara masyarakat dan instansi penyedia layanan. 

2.1.3 Indikator Pelayanan Publik 

Terdapat 5 (lima) determinan kualitas pelayanan publik yang dapat 

dirincikansebagai berikut menurut Teori Zeitham & Berry dalam Arief 

(2017:11) yaitu : 

a. Tangibles (Bukti Fisik) Tangibles (bukti fisik) adalah fasilitas yang 

secara fisik bias dilihat dan dirasakan oleh pelanggan. Misalnya bentuk 

gedung, sarana prasarana, teknologi yang digunakan, hingga 

penampilan pegawai yang berinteraksi dengan pelanggan (publik).  

b. Reliability (Keandalan) Aspek keandalan merujuk pada kemampuan 

pemerintah memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan. 
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Andal juga berarti pelayanan publik harus sesuai dengan ekspetasi 

pelanggan, mencakup profesionalitas, pelayanan tanpa kesalahan dan 

tingkat akurasi yang tinggi.  

c. Responsiveness (Daya Tanggap) Poin ini meliputi kemauan pelayanan 

publik untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan 

tepat kepada pelanggan. Contohnya seperti memberikan solusi atas 

keluhan yang diraskan oleh pelanggan, atau memberikan informasi 

secara jelas. 

d. Assurnce (Jaminan dan Kepastian) Aspek ini berupa pengetahuan, 

kesopanan, dan kemampuan para pelayan publik menumbuhkan rasa 

percaya kepada pemberi layanan. Misalnya memberikan pengetahuan 

yang cukup untuk menjawab segala pertanyaan pelanggan, dan 

memberikan jaminan atas kualitas pelayanan sehingga menambah rasa 

percaya pelanggan.  

e. Emphaty (Perhatian) Pelayanan publik harus senantiasa menunjukkan 

pada sikap keberpihakan terhadap pelanggan. Sikap empati tersebut 

bias di tunjukkan secara tulus memberikan perhatian, memahami 

keinginan pelanggan dan berusaha memuaskan. 

Pada dasarnya teori diatas tetap dapat dipakai untuk mengukur 

kinerja pelayanan public yang diberikanoleh instansi pemerintahan. Karna 

aparatur pelayanan tidak mempunyai alasan sedikitpun untuk tidak 

berorientasi kepada kepuasan pelanggan secara total, bahkan kepusan 

pelanggan lah yang dapat dijadikan barometer dalam mengukur 
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keberhasilan dalam pelayanan. Untuk mencapai hal ini pemerintah tidak 

boleh menhindar dari prinsip pelayanan dilakukan sepenuh hati (sinambela, 

2011;8) 

2.1.4 Standar Pelayanan Publik 

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar 

pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi 

penerima layanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dilakukan 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi 

dan atau penerima pelayanan. Berdasarkan Peraturan. 

Standar pelayanan juga diperlukan dalam upaya menilai kualitas 

pelayanan dan mengukur kepuasan masyarakat saat mengakses pelayanan 

yang diselenggarakan penyelenggara. Penilaian itu, kemudian bisa dijadikan 

landasan untuk memperbaiki kualitas pelayanan agar penyelenggaraannya 

semakin berkualitas, mudah, cepat, terjangkau dan terukur. Ada beberapa 

komponen yang terkandung dalam standar pelayanan. Aneka komponen itu 

termaktub dalam Bab V UU 25/2009. Seluruh komponen tersebut wajib 

disusun, ditetapkan dan diterapkan sehingga diketahui oleh masyarakat luas 

yang mengakses pelayanan. Berikut ini komponen wajib standar pelayanan 

yang harus ada pada unit pelayanan publik: 

a. Persyaratan Informasi ini harus jelas dan terang terpublikasi 

dihadapan pengguna pelayanan.  

Syarat yang ditentukan setiap penyelenggara pelayanan tentu berbeda 

pada setiap instansi dan setiap produk pelayanan. Hal yang perlu 
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dipertimbangkan dalam menyusun persyaratan adalah efektivitas dan 

efisiensinya. Artinya, indikator ini tidak mempersulit pengguna 

layanan namun juga segaris dengan dasar hukum yang ada. Melalui 

cara ini, pengguna layanan memperoleh kejelasan, sementara 

penyelenggara layanan bisa meminimalisasi penjelasan verbal kepada 

penggunanya.  

b. Sistem Mekanisme dan Prosedur Ini adalah salah satu indikator yang 

acapkali ditanyakan pengguna pelayanan.  

Sistem, mekanisme dan prosedur merupakan rangkaian proses 

pelayanan yang disusun secara jelas dan pasti, yang berbentuk sebuah 

bagan dan secara tegas menggambarkan tata cara yang harus ditempuh 

pengguna untuk memperoleh layanan. Selain itu, Bagan Alur mesti 

sederhana, tidak berbelit, mudah dipahami, dan dilaksanakan. 

Sebaiknya disusun dalam bentuk flow chart yang dipampang di ruang 

layanan. Dengan pemenuhan unsur ini, pengguna pelayanan 

memperoleh kepastian dan kejelasan alur layanan.  

c. Jangka Waktu Layanan Merupakan tenggat waktu pemberian layanan 

oleh penyelenggara layanan.  

Kepastian waktu, jelas menjadi hal penting yang perlu diketahui 

pengguna pelayanan. Melalui kejelasan waktu pelayanan, pengguna 

bisa senantiasa berada dalam kondisi tenang dalam menjalani setiap 

tahap layanan yang dilalui. Hindari adagium “kalau bisa diperlambat, 

kenapa harus dipercepat?” Sudah saatnya penyelenggara layanan 
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memampang waktu layanan bagi pengguna layanan. Dengan cara itu, 

kepastian dan kejelasan layanan masyarakat bisa terjamin.  

d. Biaya/Tarif Ketidakjelasan informasi biaya kerapkali menimbulkan 

masalah.  

Pengguna acap kali dihadapkan pada kebingungan pada jumlah 

Rupiah yang harus mereka keluarkan. Artinya, untuk mencegah 

potensi terjadinya pungutan tidak resmi, penyelenggara negara wajib 

memampang besaran biaya/tarif yang harus dikeluarkan penerima 

layanan publik. Bahkan, untuk layanan yang diberikan secara cuma-

cuma, penyelenggara wajib memampang kata “GRATIS” di unit 

pelayanannya. Dengan begini, kejelasan bisa tercipta dan potensi 

penyimpangan dalam rupa pungutan liar (pungli) bisa dihindari.  

e. Produk Pelayanan.  

Apa guna aneka layanan yang bermanfaat bila pengguna tidak tahu 

produk layanan yang tersedia? Informasi mengenai produk pelayanan 

perlu diketahui pengguna. Penyelenggara wajib mempublikasikan 

aneka produk layanan yang ada. Melalui publikasi tersebut, pengguna 

bisa melihat seluruh produk pelayanan yang disediakan 

penyelenggara, sehingga kelangsungan pelaksanaan layanan publik 

yang berkualitas dapat tercipta dan senantiasa terjaga.  

f. Sarana, Prasarana atau Fasilitas.  

Sebuah unit pelayanan yang berkualitas mesti ditopang dengan adanya 

sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi ini perlu tercipta agar 
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pengguna mendapatkan rasa nyaman saat mengakses pelayanannya. 

Apa jadinya bila pengguna saling berebut tempat antre, misalnya? 

Untuk situasi ini, tentu saja sarana antre menjadi signifikan. Solusinya 

tentu saja dengan memberikan nomor antrean pada pengguna layanan 

yang datang 53 terlebih dahulu. Itu hanya salah satu sarana yang mesti 

dipenuhi penyelenggara. Lainnya adalah ruang tunggu, tempat duduk, 

toilet, loket/meja pelayanan, dll.  

g. Evaluasi Kinerja Pelaksana (Umpan Balik Dari Pengguna Layanan).  

Apa ukuran sebuah penyelenggaraan pelayanan publik yang baik? 

Salah satunya adalah penilaian dari pengguna layanan. Dari mereka, 

penyelenggara pelayanan akan memperoleh banyak asupan pilihan 

peningkatan pelayanan. Cara mendapatkan penilaian tersebut, salah 

satunya, melalui penyediaan sarana penilaian layanan publik dari 

pengguna. Boleh jadi, sarana itu berupa kotak kepuasan pelanggan, 

kuesioner kepuasan pelanggan atau sarana digital dalam rupa layar 

sentuh. Poin pentingnya adalah masukan dari pengguna akan 

memperkaya opsi peningkatan layanan publik. 

1) Pencapaian tujuan, pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian 

tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Pencapaian tujuan terdiri dari 

faktor-faktor, yaitu: kurun waktu pencapaiannya ditentukan dan sasaran 

merupakan target yang konkrit. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai 

sesuai dengan perencanaan. Efisien berarti bahwa tugas yang ada 

dilaksanakan secara benar, dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 
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Mengenai tujuan dari adanya penanganan ODGJ di Kabupaten Kampar 

yaitu agar terjadinya pengurangan  jumlah ODGJ terlantar di Kabupaten 

Kampar.  

2) Integrasi, integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu 

organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan 

komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari 

beberapa faktor, yaitu: (1) prosedur, dan (2) proses sosialisasi. Integrasi 

penanganan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) terlantar di Kabupaten 

Kampar dapat dimaknai sebagai upaya kolaboratif yang terstruktur antara 

pemerintah daerah, instansi terkait, tenaga kesehatan, lembaga sosial, serta 

masyarakat dalam memberikan pelayanan yang komprehensif dan 

berkelanjutan bagi ODGJ terlantar. Integrasi ini mencakup koordinasi lintas 

sektor, penyediaan sarana dan prasarana, pendampingan medis maupun 

sosial, serta pemenuhan kebutuhan dasar agar tercipta kesejahteraan sosial. 

Dengan adanya integrasi, penanganan ODGJ terlantar tidak hanya bersifat 

parsial, tetapi berjalan secara terpadu dan efektif sesuai dengan tujuan 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kampar. 

3) Adaptasi adaptasi adalah pengukuran bagaimana sebuah organisasi mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi merupakan 

kemampuan untuk mengubah atau menyelaraskan prosedur standar 

operasinya secara dinamis apabila lingkungannya mengalami perubahan. 

Dengan demikian adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan 

untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang 
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terjadi di lingkungannya. Dalam hal ini ialah terkait dengan penanganan 

ODGJ terlantar oleh dinas sosial Kabupaten Kampar dan bagaimana 

penyesuaiannya di masyarakat, dari yang sebelumnya belum mengetahui 

bagaimana penanganan ODGJ  yang dilaksanakan oleh dinas sosial, 

sehingga masyarakat menjadi tahu dan bisa bekerja sama dalam 

penyelesaian ODGJ. 

2.1.4 SOP dan Standar Pelayanan Publik dalam Penanganan ODGJ 

Dalam pelaksanaan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), 

Dinas Sosial Kabupaten Kampar menggunakan mekanisme pelayanan yang 

mengacu pada prinsip perlindungan, keselamatan, efektivitas penanganan, serta 

penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas mental. SOP ini disusun 

berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2018 tentang Pendampingan Sosial bagi Orang dengan Gangguan Jiwa, 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dan pedoman 

teknis pelayanan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS). Prosedur ini menjadi acuan bagi petugas dalam melakukan 

penjangkauan, asesmen, evakuasi, rujukan, hingga tindak lanjut pasca penanganan 

agar pelayanan dapat berjalan secara terstandar dan terukur. 

Berikut alur SOP penanganan ODGJ terlantar pada Dinas Sosial 

Kabupaten Kampar: 

 1. Penerimaan Laporan 

a. Menerima laporan dari masyarakat/keluarga/instansi. 

b. Mencatat identitas pelapor & lokasi. 
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c. Membuat formulir laporan awal. 

 2. Asesmen Cepat di Lapangan 

a. Dinsos melakukan asesmen identifikasi ODGJ. 

b. Menilai tingkat risiko (agresif/tenang). 

c. Mengumpulkan informasi dari warga/keluarga. 

 3. Koordinasi Lintas Instansi 

a. Koordinasi dengan Puskesmas (pemeriksaan medis). 

b. Koordinasi dengan Satpol PP/Polisi (pengamanan). 

c. Menyusun tim penjemputan. 

 4. Persiapan Penjemputan 

a. Menyiapkan kendaraan, alat kesehatan, dan perlengkapan. 

b. Menyiapkan formulir administrasi. 

c. Menyiapkan peralatan pengamanan non-kekerasan. 

 5. Pelaksanaan Penjemputan 

a. Tim tiba di lokasi. 

b. Observasi cepat kondisi ODGJ. 

c. Melakukan pendekatan persuasif & humanis. 

1) Jika kooperatif → langsung dibimbing. 

2) Jika agresif → pengamanan minimal + sedasi oleh tenaga medis. 

d. Mengamankan ODGJ ke kendaraan. 

 6. Transportasi & Rujukan 

a. Mengantar ODGJ ke Puskesmas/RS Jiwa. 

b. Melakukan pemeriksaan medis lanjut. 
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c. Menentukan rujukan rehabilitasi atau perawatan. 

 7. Dokumentasi dan Pelaporan 

a. Mengisi formulir penjemputan & asesmen. 

b. Dokumentasi administratif (foto sesuai etika). 

c. Menyerahkan laporan ke pimpinan Dinsos. 

d. Input data ODGJ ke database PMKS. 

 8. Tindak Lanjut 

a. Monitoring kondisi ODGJ di fasilitas rujukan. 

b. Menghubungi keluarga untuk pendampingan. 

c. Menyusun rencana rehabilitasi sosial. 

2.2 Konsep Kepuasan 

2.2.1 Pengertian Kepuasan 

Kepuasan (Satisfaction) adalah perasaan senang atau kecewa seseorang 

yang muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil produk yang dipikirkan 

terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan. Jika kinerja berada dibawah harapan 

maka pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan maka pelanggan puas. 

Jika kinerja melebihi harapan maka pelanggan amat puas atau senang (Kotler, 

2006:177).  

Jadi, kepuasan pelanggan merupakan fungsi dari persepsi atau kesan atas 

kinerja dan harapan. Jika kinerja berada dibawah harapan maka pelanggan tidak 

puas. Jika kinerja memenuhi harapan maka pelanggan akan puas. Jika kinerja 

melebihi harapan maka pelanggan akan amat puas atau senang. 



 

  

32 

 

Memuaskan kebutuhan pelanggan adalah keinginan setiap perusahaan. 

Selain faktor penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, memuaskan kebutuhan 

pelanggan dapat meningkatkan keunggulan dalam persaingan. Pelanggan yang 

puas terhadap produk dan jasa pelayanan cenderung untuk membeli kembali 

produk dan menggunakan kembali jasa pada saat kebutuhan yang sama muncul 

kembali dikemudian hari. Hal ini berarti kepuasan merupakan faktor kunci bagi 

konsumen dalam melakukan pembelian ulang yang merupakan porsi terbesar dari 

volume penjualan perusahaan.  

Tjiptono (2008:225) mengungkapkan bahwa dalam mengevaluasi 

kepuasan terhadap produk, jasa, atau perusahaan tertentu, pelanggan umumnya 

mengacu pada berbagai faktor atau dimensi. Faktor yang sering digunakan dalam 

mengevaluasi kepuasan terhadap suatu produk antara lain meliputi: 

1. Kinerja (performance) karakteristik operasi pokok dari produk inti 

(coreproduct) yang dibeli, misalnya kecepatan, konsumen bahan bakar, 

jumlah penumpang yang dapat diangkut, kemudahan dan kenyamanan 

dalam mengemudi, dan sebagainya.  

2. Ciri–ciri keistimewaan tambah (features) yaitu karakteristik sekunder atau 

pelengkap.  

3. Keandalan (reliability) yaitu kemungkinan kecil akan mengalami 

kerusakan atau gagal dipakai.  

4. Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specifications) yaitu 

sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar standar 

yang telah ditetapkan sebelumnya.  
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5. Daya tahan (durability) berkaitan dengan berapa lama produk tersebut 

dapat terus digunakan. Dimensi ini mencakup umur teknis maupun umur 

ekonomis penggunaan.  

6. Serviceability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyaman, mudah 

diperbaiki serta penanganan keluhan yang memuaskan. Pelayanan yang 

diberikan tidak hanya sebatas sebelum penjualan, tetapi juga selama proses 

penjualan hingga purna jual, yang mencakup pelayanan reparasi dan 

ketersediaan komponen yang dibutuhkan.  

7. Estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera, misalnya bentuk 

fisik yang menarik, model atau desain, warna, dan sebagainya. 8. Kualitas 

yang dipersepsikan (perceived quality), yaitu citra dan reputasi produk 

serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. 

2.3 Pandangan Islam Terhadap Pelayanan Publik 

2.3.1 Pengertian Pelayanan dalam islam  

Menurut ensiklopedi Islam, pelayananan adalah suatu keharusan yang 

pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syari‟ah. Agar suatu pelayanan yang di 

berikan harus lebih terarah maka semua pihak harus mempunyai pedoman dan 

prinsip-prinsip yang dituangkan dalam ajaran Islam. Dimana Islam menekankan 

keabsahan suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan konsumen yang 

merasakan kepuasan secara maksimum(Mutaufiq et al., 2024). Adapun konsep 

pelayanan dalam Islam adalah sebagai berikut: 

a. Prinsip Tolong Menolong (Ta‟awun)  
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Memberikan pelayanan terbaik terhadap sesama umat manusia adalah 

pekerjaan yang sangat mulia dan merupakan pintu kebaikan bagi siapa saja 

yang melakukannya.9 Sebagai mana dijelaskan dalam ayat QS AL- Maidah;5: 

ٍَ اوُْتىُا انْكِتٰبَ حِمٌّ نَّكُىْْۖ وَطَعَايُكُىْ حِ  َْ  وَطَعَاوُ انَّزِ
تِ انَُْىَْوَ احُِمَّ نكَُىُ انطَُّبِّٰتُُۗ ُٰ ؤْيِ ًُ ٍَ انْ تُ يِ ُٰ حْصَ ًُ مٌّ نَّهُىْْۖ وَانْ

ُْشَ  ٍَ غَ ُْ ٍَّ يُحْصُِِ ٍَّ اجُُىْسَهُ ىْهُ ًُ ُْتُ ٍْ قبَْهِكُىْ اِرآَ اٰتَ ٍَ اوُْتىُا انْكِتٰبَ يِ َْ ٍَ انَّزِ تُ يِ ُٰ حْصَ ًُ ٌْٓ  وَانْ ٍَ وَلََ يُتَّخِزِ ُْ يُغٰفِحِ

ٌِ فقََذْ  ا ًَ َْ ٍْ ََّكْفشُْ بِالَِْ ٌٍُۗ وَيَ ٍَ اخَْذاَ َْ ٍَ انْخٰغِشِ خِشَةِ يِ ْۖ وَهُىَ فًِ الَْٰ ههُ  ًَ ٥۝ࣖ حَبظَِ عَ  

Artinya: “Dan tolong menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-

Nya. (al- maidah 5:2)” 

b. Prinsip Memberi Kemudahan (At-Taysir)  

Menyadari tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi 

kemerdekaannya, maka Allah SWT menurunkan syari‟at Islam untuk 

memelihara dan mengusahakan agar ketentuan yang dibebankan pada manusia 

dapat dengan mudah dilaksanakan serta dapat menghilangkan kesulitan dan 

kesempitan adalah menghilangkan hal-hal yang menyulitkan (masyaqah) 

masyarakat yang berlebih lebihan, dan dapat menghabiskan daya manusia 

dalam melaksanakannya. Meskipun demikian tidaklah berarti bahwa syariah 

Islam menghilangkan sama sekali kesulitan yang mungkin dialami oleh 

manusia dalam kehidupannya. Hanya saja diharapkan ketentuan yang terdapat 

dalam syariat Islam dapat mengurangi kesulitan bagi manusia. Hal ini sesuai 

dalam firman Allah SWT dalam surat AlBaqarah: 185 yaitu: 

ٍْ شَهِ  ًَ ٌِِۚ فَ ٍَ انْهُذٰي وَانْفشُْقَا تٍ يِّ ُٰ ٌُ هُذيً نِهَُّّاطِ وَبَُِّ ُْهِ انْقشُْاٰ َْضِلَ فِ ُ ٌْٓ ا ٌَ انَّزِ هُُۗ شَهْشُ سَيَضَا ًْ ُْكُىُ انََّّهْشَ فهََُْصُ ذَ يِ

ٌَ يَشَِْ  ٍْ كَا َْذُ بِكُىُ انْعغُْشَْۖ وَنِ وَيَ ُ بكُِىُ انُْغُْشَ وَلََ َشُِ َْذُ اللّٰه ٍْ اَََّاوٍ اخَُشَُۗ َشُِ هىُا انْعِذَّةَ ضًا اوَْ عَهًٰ عَفَشٍ فعَِذَّةٌ يِّ ًِ تكُْ

 ٌَ َ عَهًٰ يَا هَذٰىكُىْ وَنعََهَّكُىْ تََّْكُشُوْ ٥٨١۝وَنِتكَُبِّشُوا اللّٰه  
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Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 

kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan 

hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk Nya yang diberikan 

kepadamu, supaya kamu bersyukur.” 

 

Islam menekankan keabsahan suatu pelayanan yang mempunyai niat 

yang baik. Adapun pelayanan yang mempunyai niat yang baik menurut Islam 

yaitu:  

1. Pelayanan diberikan sesuai harapan pelanggan dengan merasakan kepuasan 

secara maksimum.  

2. Terjadinya suatu kesulitan dalam memberikan pelayanan tetapi konsumen 

tidak mengetahuinya.  

3. Terjadinya kesalahan pemberian pelayanan pelanggan mengelak merasa 

tidak puas terhadap hasil kerja pelaksana petugas pelayanan. 

c. Prinsip Persamaan (Musawah).  

Manusia semuanya adalah sama, dari asal kejadian yang sama yaitu dari 

tanah dan dari diri yang satu yakni Adam yang diciptakan dari tanah. Karena 

itu tidak ada kelebihan individu satu dengan yang lainnya, karena asal-usul 

semua manusia adalah sama. Oleh karenanya tidak layak seseorang atau satu 

golongan menyombongkan diri atau menghina yang lain. Sebagaimana firman 

Allah SWT dalam al Qur‟an: 

 ٌَّ قَبَاۤىِٕمَ نِتعََاسَفىُْاِۚ اِ كُىْ شُعىُْبًا وَّ ُٰ َْثًٰ وَجَعَهْ اُ ٍْ ركََشٍ وَّ كُىْ يِّ ُٰ ٓاََُّهَا انَُّاطُ اََِّا خَهَقْ َٰ َ ٌَّ اللّٰه ِ اتَقْٰىكُىُْۗ اِ ُْذَ اللّٰه  اكَْشَيَكُىْ عِ

ُْشٌ عَ  ُْىٌ خَبِ ٥٨۝هِ  

Artinya: Wahai manusia, kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan 

dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling 

mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia disisi Allah adalah yang paling 

takwa. Sungguh allah maha mengetahui dan maha mengenal. (QS. Al-

Hujuraat: 13). 
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d. Prinsip Lemah Lembut (Al-Layin). 

Sebagaimana sebuah hadist yang diriwayatkan Muslim dari Jabir bin 

Abdullah bahwa Nabi bersabda: “Barang siapa yang tidak memiliki sifat 

lembut, maka tidak akan pernah mendapatkan kebaikan”. Untuk berlaku lemah 

lembut juga telah dijelaskan dalam Al Qur‟an dalam QS. Ali Imron:159 yang 

berbunyi: 

ٍْ حَىْنِكَْۖ فَ  ىْا يِ َْفَضُّ ُْظَ انْقَهْبِ لََ ُْتَ فظًَّا غَهِ ُْتَ نهَُىِْۚ وَنىَْ كُ ِ نِ ٍَ اللّٰه تٍ يِّ ًَ ا سَحْ ًَ ُْهُىْ وَاعْتغَْفِشْ نهَُىْ فبَِ اعْفُ عَ

 ٍَ ُْ هِ تىََكِّ ًُ َ َحُِبُّ انْ ٌَّ اللّٰه ُِۗ اِ ٥٨۝۝وَشَاوِسْهُىْ فًِ الَْيَْشِِۚ فَاِراَ عَضَيْتَ فتَىََكَّمْ عَهًَ اللّٰه  

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu Berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 

mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, 

mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 

dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka 

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali Imron:159) 

 

e. Prinsip Kekeluargaan (ukhuwah).  

Ukhuwah yang secara jelas dinyatakan dalam al-Qur‟an adalah 

persaudaraan seagama dan persaudaraan yang jalinannya bukan karena agama. 

Ini tercermin jelas dalam ayat al-Qur‟an surat Al Hujurat:10 yang berbunyi:  

 ٌَ ىْ ًُ َ نعََهَّكُىْ تشُْحَ َْكُىْ وَاتَّقىُا اللّٰه ٍَ اخََىَ ُْ ٌَ اِخْىَةٌ فَاصَْهِحُىْا بَ ؤْيُِىُْ ًُ ا انْ ًَ ٥٨۝ࣖ اََِّ  

Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab 

itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan 

takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (Al-Hujurat:10) 

 

2.4 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar 

2.4.1 Pengertian ODGJ terlantar 

Pengertian Gangguan jiwa, menurut Frederick H. Kanfer dan Arnold P. 

Goldstein, adalah kesulitan yang dihadapi seseorang akibat hubungannya dengan 
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orang lain, kesulitan karena cara pandangnya terhadap kehidupan, dan sikapnya 

terhadap diri sendiri. Gangguan jiwa juga merujuk pada perubahan perilaku yang 

terjadi tanpa alasan yang wajar, berlebihan, berlangsung lama, dan mengganggu 

individu maupun orang lain. Gangguan jiwa adalah kondisi yang memengaruhi 

emosi, pikiran, atau perilaku seseorang, yang berada di luar norma budaya atau 

kepribadian mereka dan dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupan 

mereka atau keluarga mereka. 

Gangguan jiwa merupakan suatu sindrom atau pola perilaku psikologis yang 

secara klinis memiliki makna cukup signifikan, dan umumnya terkait dengan 

gejala penderitaan (distress) atau hambatan (impairment/disability) dalam satu 

atau lebih fungsi penting manusia. Selain itu, disimpulkan bahwa disfungsi ini 

mencakup aspek perilaku, psikologis, atau biologis, dan gangguan tersebut tidak 

hanya terkait dengan hubungan antara individu dan masyarakat. 

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar adalah individu yang 

mengalami gangguan jiwa, seperti depresi, skizofrenia, atau gangguan lainnya, 

namun tidak mendapatkan perawatan yang memadai dan tidak memiliki keluarga, 

wali, atau pengampu yang dapat membantu mereka. ODGJ terlantar juga dapat 

berarti mereka yang tidak memiliki identitas atau tidak diketahui oleh 

keluarganya. Mereka seringkali mengalami stigma negatif dari masyarakat, 

sehingga sulit untuk mendapatkan perawatan yang sesuai dan rehabilitasi yang 

efektif. 

Penderitaan akibat gangguan jiwa, meskipun seberat apapun, dapat pulih 

asalkan mendapatkan pengobatan dan dukungan psikososial yang dibutuhkan. 
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Mereka dapat sembuh dan kembali berfungsi di masyarakat secara produktif, baik 

dalam aspek ekonomi maupun sosial. Sebagian besar dari mereka dapat bebas dari 

ketergantungan pada obat-obatan, namun seperti halnya kesehatan tubuh, 

kesehatan jiwa juga perlu dipelihara dan ditingkatkan. Tanpa perawatan yang 

tepat, baik kesehatan fisik maupun mental seseorang bisa kembali terganggu. 

Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah individu yang mengalami 

gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan, yang tercermin dalam 

serangkaian gejala atau perubahan perilaku yang signifikan, serta dapat 

menyebabkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi otak sebagai 

manusia. Berdasarkan pengertian tentang Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 

dan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) menurut Undang-Undang 

Kesehatan Jiwa, penelitian ini akan fokus pada rehabilitasi ODGJ yang memiliki 

tingkat gangguan kejiwaan yang mengakibatkan mereka mengalami kesulitan 

dalam menjalankan fungsi otak. 

2.4.2 Penyebab Gangguan Jiwa 

Gangguan jiwa dapat berasal dari berbagai unsur, termasuk aspek fisik 

(Somatogenik), psikologis (Psikogenik), kultural (tekanan budaya), lingkungan 

sosial (Sosiogenik), atau tekanan keagamaan (Spiritual). Salah satu faktor 

penyebab tersebut mungkin lebih dominan, meskipun umumnya tidak ada 

penyebab tunggal. Sebaliknya, sering kali terdapat beberapa faktor yang 

bersamaan, baik yang berasal dari tubuh, pikiran, maupun lingkungan kultural-

spiritual, yang kemudian berkontribusi pada timbulnya gangguan fisik atau 

mental. (Maramis, 2009). 
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Menurut Yusuf, (2015) penyebab gangguan jiwa dipengaruhi oleh faktor-

faktor yang saling mempengaruhi yaitu sebagai berikut: 

 

a. Faktor somatic organobiologis atau somatogenik. 

1) Nerofisiologis. 

2) Neroanatomi. 

3) Nerokimia. 

4) Faktor pre dan peri-natal. 

5) Tingkat kematangan dan perkembangan organik. 

b. Faktor psikologik (Psikogenik). 

1) Peran ayah. 

2) Interaksi ibu dan anak. Normal rasa aman dan rasa percaya abnormal 

berdasarkan keadaan yang terputus (perasaan tak percaya dan 

kebimbangan), kekurangan. 

3) Saudara kandung yang mengalami persaingan. 

4) Hubungan pekerjaan, permainan, masyarakat dan keluarga. 

5) Depresi, kecemasan, rasa malu atau rasa salah mengakibatkan 

kehilangan. 

c. Faktor sosio-budaya (Sosiogenik) 

1) Pola dalam mengasuh anak. 

2) Kestabilan keluarga. 

3) Perumahan kota lawan pedesaan. 

4) Tingkat ekonomi. 
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5) Pengaruh keagamaan dan pengaruh sosial. 

6) Masalah kelompok minoritas, meliputi fasilitas kesehatan dan 

prasangka, kesejahteraan yang tidak memadai dan pendidikan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Rumah Sakit Jiwa  

Tampan terdapat faktor lain diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Trauma Masa Lalu 

Trauma yang dialami pada masa lalu, seperti kekerasan fisik, kekerasan 

seksual, kehilangan orang terdekat, atau pengalaman yang sangat 

mengancam, dapat meninggalkan luka psikologis yang mendalam. 

Trauma yang tidak tertangani dapat berkembang menjadi gangguan stres 

pascatrauma (PTSD), depresi berat, dan pada beberapa kasus dapat 

memicu timbulnya gangguan jiwa berat. 

2. Perundungan 

Perundungan, baik secara fisik, verbal, maupun emosional, dapat 

menurunkan harga diri seseorang secara signifikan. Pengalaman bullying 

yang berlangsung lama menyebabkan tekanan psikologis kronis, rasa 

takut, dan kecemasan. Jika tidak mendapatkan dukungan, korban 

bullying berisiko mengalami gangguan depresi, gangguan kecemasan, 

hingga psikosis. 

3. Kritikan Berlebih 

Menerima kritik yang terlalu keras, berulang, dan tidak membangun 

dapat merusak konsep diri seseorang. Pola kritik berlebih, terutama dari 

orang dekat seperti keluarga atau pasangan, dapat menyebabkan 
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seseorang merasa gagal, tidak berharga, dan selalu salah. Kondisi ini 

dapat memicu gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan pada 

kasus berat dapat berkembang menjadi gangguan jiwa serius.Perasaan 

tidak mampu. 

4. Lingkungan Negatif 

Lingkungan tempat tinggal atau pergaulan yang tidak sehat-misalnya 

penuh konflik, kekerasan, penggunaan narkoba, atau kurangnya 

dukungan keluarga-dapat memicu stres berkepanjangan. Lingkungan 

negatif juga dapat memperburuk kondisi seseorang yang sudah memiliki 

kerentanan mental sebelumnya, sehingga meningkatkan risiko terjadinya 

gangguan jiwa. 

5. Perasaan Tidak Mampu 

Perasaan tidak mampu atau tidak memiliki kendali terhadap hidup sendiri 

membuat seseorang mudah merasa putus asa. Individu yang selalu 

merasa tidak mampu menghadapi tekanan hidup lebih rentan mengalami 

stres berat. Jika kondisi ini terus berlangsung tanpa bantuan atau 

dukungan, dapat memicu timbulnya gangguan jiwa seperti depresi mayor 

atau gangguan kepribadian. 

2.5 Pandangan Islam Mengenai Penanganan Terhadap ODGJ Terlantar 

 Dalam Islam, penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar 

merupakan tanggung jawab sosial yang penting. Islam mengajarkan bahwa setiap 

individu, termasuk ODGJ, memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat dan 
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mendapatkan perawatan yang layak. Dalam konteks ini, ada beberapa prinsip 

yang dapat dijadikan pedoman. 

 Pertama, kasih sayang dan empati adalah nilai-nilai utama dalam Islam. 

Rasulullah SAW bersabda bahwa "Sebaik-baik manusia adalah yang paling 

bermanfaat bagi orang lain." Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk 

memberikan dukungan kepada ODGJ, baik secara fisik maupun emosional. Ini 

termasuk menyediakan tempat tinggal, makanan, dan perawatan kesehatan yang 

diperlukan. 

 Kedua, pentingnya rehabilitasi sosial dan spiritual. Dalam banyak kasus, 

ODGJ membutuhkan lebih dari sekadar perawatan medis; mereka juga 

memerlukan dukungan spiritual. Aktivitas seperti shalat, mengaji, dan bimbingan 

agama dapat membantu mereka merasa lebih terhubung dengan komunitas dan 

meningkatkan kesehatan mental mereka.  

Ketiga, Islam menekankan pentingnya perlindungan dan hak asasi 

manusia. Dalam Surah Al-Isra (QS 17:70),  

ٍْ خَهقََُْا   ًَّ ُْشٍ يِّ هُىْ عَهًٰ كَثِ ُٰ هْ ٍَ انطَُّبِّٰتِ وَفَضَّ هُىْ يِّ ُٰ هُىْ فًِ انْبَشِّ وَانْبَحْشِ وَسَصَقْ ُٰ هْ ًَ ٍْٓ اٰدوََ وَحَ يَُْا بَُِ وَنقََذْ كَشَّ

ُْلً   ࣖ تفَْضِ

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan 

Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari 

yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang 

Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”. 

 

Allah berfirman bahwa manusia dimuliakan, yang mencakup semua 

individu, termasuk ODGJ. Ini menunjukkan bahwa mereka berhak mendapatkan 

perlindungan dari stigma dan diskriminasi, serta akses terhadap layanan kesehatan 

yang memadai. 
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Keempat, peran pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam 

penanganan ODGJ. Pemerintah diharapkan untuk menyediakan fasilitas kesehatan 

mental dan program rehabilitasi yang efektif. Dalam konteks ini, Surah Al-

Maidah (QS 5:32)  

ا قتَمََ انَُّاطَ  ًَ ُْشِ َفَْظٍ اوَْ فغََادٍ فًِ الَْسَْضِ فكََاَََّ  ٍْ قتَمََ َفَْغًا ۢ بِغَ َْمَ اَََّه  يَ ٍْٓ اعِْشَاۤءِ  كَتبََُْا عَهًٰ بَُِ
ٍْ اجَْمِ رٰنِ كََۛ يِ

ُْهُىْ بعَْذَ رٰنِكَ فًِ  ُْشًا يِّ ٌَّ كَثِ تِ ثىَُّ اِ ُٰ ُْعًاُۗ وَنقََذْ جَاۤءَتهُْىْ سُعُهَُُا بِانْبَُِّ  ًِ آ احََُْا انَُّاطَ جَ ًَ ٍْ احََُْاهَا فكََاَََّ ُْعًاُۗ وَيَ ًِ جَ

٥۝٣ غْشِفىٌَُْ ًُ  الَْسَْضِ نَ

Artinya: “Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil 

bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh 

itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, 

maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa 

yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah 

memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-

benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan 

yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu 

melampaui batas di bumi”.  

 

Ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga kehidupan, 

yang mencakup upaya untuk menyelamatkan dan memulihkan ODGJ. 

2.6  Penelitian Terdahulu 

No Nama, Tahun dan 

Judul 

Hasil Penelitian  Perbedaan  

1 Agusnuli Ayu Zizi 

(2024), peran dinas 

sosial dalam 

penanganan orang 

dengan gangguan jiwa 

(ODGJ) terlantar 

dikabupaten karimun. 

 

 

Berdasarkan Dari hasil 

penelitian diperoleh bahwa 

peran Dinas Sosial 

Kabupaten Karimun dalam 

penanganan ODGJ terlantar 

belum dilakukan secara 

optimal. Belum adanya 

regulasi Perda Kabupaten 

Karimun yang khusus 

menangani hal tersebut. 

Kemudian terdapat faktor 

penghambat, yakni 

kurangnya anggaran dalam 

pemenuhan kebutuhan 

sarana dan prasaranan yang 

Perbedaan 

penelitian ini 

dengan penelitian 

sebelumnya dari 

peraturan yang 

ada yaitu undang-

undang Nomor 18 

Tahun 2014 

tentang Kesehatan 

Jiwa, yang 

menjadi landasan 

hukum dalam 

penanganan 

ODGJ terlantar 

dan oerbedaan 
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menunjang penanganan 

pemberdayaan dan 

pengobatan penderita 

gangguan jiwa. 

lainnya ialah dari 

fokus penelitian   

ke implementasi 

kebijakan dan 

upaya untuk 

meningkatkan 

kualitas pelayanan 

kepada ODGJ  

2 Aris Tristanto, 

Yunilisiah dan Tamrin 

Bangsu, (2022), 

Implementasi 

Kebijakan Pelayanan 

Masalah Penanganan 

Gangguan Jiwa Di 

Dinsos P2kbp3a Kota 

Padang Panjang 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian 

komunikasi yang dilakukan 

oleh DINSOS P2KBP3A 

Kota Padang Panjang 

berjalan cukup efektif. 

Apabila dilihat dari sumber 

daya manusia secara 

kualitas dan kuantitas, 

pelayanan bidang sosial di 

luar panti masih belum 

mencukupi Pada aspek 

disposisi, semuanya 

bersikap positif tanpa ada 

penolakan. Pelayanan di 

bidang sosial berkait dengan 

penanganan masalah 

gangguan jiwa, DINSOS 

P2KBP3A Kota Padang 

Panjang belum memiliki 

SOP sehingga perlu segera 

membuatnya.  

Perbedaannya 

adalah dari segi 

objek lokasi, 

penelitian ini 

berlokasi 

dikabupaten 

Kampar tepatnya 

didinas sosial 

kabupaten 

Kampar dan 

perbedaan lainnya 

adalah 

Dari fokus 

penelitian   yang 

mengarah ke 

implementasi 

kebijakan dan 

upaya untuk 

meningkatkan 

kualitas pelayanan 

kepada ODGJ  

3 Nelda Ningsih, 

Ardiansah dan Sudi 

Fahmi, (2024), 

Implementasi 

Tanggung jawab 

Pemerintah Daerah 

terhadap pasien 

gangguan jiwa di 

Kabupaten Kampar.  

Berdasarkan Hasil  

tanggung jawab pemerintah 

daerah diimplementasikan 

melalui berbagai strategi, 

termasuk upaya kesehatan 

(Promotif, Preventif, 

Kuratif, dan Rehabilitatif), 

penyediaan sarana dan 

prasarana, serta penanganan 

ODGJ terlantar. Meskipun 

demikian, beberapa 

hambatan mengemuka.  

Perbedaannya 

adalah penelitian 

ini lebih 

menekankan pada 

kendala-kendala 

yang dihadapi 

oleh Dinas Sosial 

dalam 

melaksanakan 

penanganan 

ODGJ, seperti 

keterbatasan 

sarana dan 

prasarana  dan 

kuota tempat 

tinggal di panti 

sosial 
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4 Muhammad Rusadi, 

Muhamad Arsyad, 

Saidah Hasbiyah 

(2023), Kinerja Dinas 

Sosial Dalam 

Penanganan Orang 

dengan 

Gangguan Jiwa (ODGJ) 

di Kabupaten Hulu 

Sungai Utara 

Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa kinerja 

Dinas Sosial dalam 

penanganan ODGJ di 

Kabupaten Hulu Sungai 

Utara cukup baik. Kinerja 

yang baik dilihat dari aspek 

tanggung 

jawab. Aspek yang cukup 

baik yaitu kemampuan 

organisasi dalam mengenali 

kebutuhan masyarakat, 

pengembangan program dan 

kesesuaian layanan yang 

sesuai peraturan. Dan aspek 

yang belum baik dilihat 

dari efektivitas, efesiensi, 

kepuasan masyarakat, 

kesesuaian layanan dengan 

kebutuhan masyarakat.  
 

Letak 

perbedaannya 

yaitu dari segi 

efektivitas atau 

pencapaian 

sedangkan pada 

penelitian tersebut 

hanya 

memfokuskan 

pada konteks 

evaluasi  

5 Reza Darmawan, 

Ignatius Adiwidjaja 

(2019), 

Efektivitas Kebijakan 

Dinas Sosial dalam 

Menanggulangi Pmks 

Khusus ODGJ Terlantar 

Di Kota Batu 

Hasil analisis Kebijakan 

Penanggulangan Orang Dengan 

Gangguan Jiwa terlantar di Kota 

Batu dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kebijakan tersebut sudah 

efektif, dilihat dari 

indikator efektivitas menurut 

Sutrisno yaitu meliputi : 

(1)pemahaman program, (2) tepat 

sasarana, (3) tepat waktu, (4) 

tercapainya tujuan, (5) 

perubahan nyata. Kendalanya 

adalah terkait dana yang kurang 

memadai dan Kota Batu belum 

memiliki shelter 

sebagai tempat persinggahan 

sementara bagi Orang Dengan 

Gangguan Jiwa terlantar 

 

Perbedaan 

penelitian adalah 

pada penelitian 

sebelumnya 

mengacu pada 

rencana atau 

pedoman terhadap 

penanggulanga, 

sedangkan pada 

penelitian ini 

mengacu pada 

penilaian hasil 

kerja dari Dinas 

Sosial 

 

2.7 Definisi Konsep 

Untuk memberikan pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka 

penulis memberikan beberapa batasan penilaian, dan fokus penelitian ini yang 

dioperasionalkan melalui beberapa indikator sebagai berikut: 
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a. Pelayanan public 

Menurut Bazarah et al., (2021) Pelayanan publik adalah segala bentuk 

kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga publik untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang barang, jasa, maupun 

administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

b. Kualitas Pelayanan Publik 

Kualitas pelayanan publik adalah ukuran keberhasilan pemerintah dalam 

memberikan layanan kepada masyarakat yang ditandai dengan tercapainya 

kepuasan, keadilan, kecepatan, dan kemudahan dalam memperoleh layanan. 

c. Kepuasan  

Menurut Santosa et al., (2023), Kepuasan pasien adalah hasil evaluasi 

pasien terhadap mutu pelayanan medis, keperawatan, maupun administrasi 

yang diterima selama menjalani perawatan, apakah sudah sesuai dengan 

kebutuhan dan harapan mereka. 

d. Penanganan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan memiliki 

beberapa arti yakni sebagai proses, cara, perbuatan menangani dan 

penggarapan. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwasannya penanganan merupakan suatu serangkaian 

tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk suatu perkara atau 

masalah. Dalam banyak kasus, kata "penanganan" menunjukkan suatu 

bentuk respons atau reaksi terhadap suatu keadaan yang memerlukan 

perhatian atau tindakan khusus. Artinya, penanganan mencakup 
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langkahlangkah konkret yang diambil untuk mengatasi suatu situasi atau 

masalah dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan. 

e. ODGJ terlantar 

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar adalah individu yang 

mengalami gangguan jiwa, seperti depresi, skizofrenia, atau gangguan 

lainnya, namun tidak mendapatkan perawatan yang memadai dan tidak 

memiliki keluarga, wali, atau pengampu yang dapat membantu mereka. 

ODGJ terlantar juga dapat berarti mereka yang tidak memiliki identitas atau 

tidak diketahui oleh keluarganya. Mereka seringkali mengalami stigma 

negatif dari masyarakat, sehingga sulit untuk mendapatkan perawatan yang 

sesuai dan rehabilitasi yang efektif. 

2.8 Konsep Operasional 

Variable 

Penelitian  

Indikator Sub Indikator 

Kualitas 

pelayanan 

berdasarkan 

teori Zeitham 

dan Berry 

dalam Arief 

(2017) 

1. Tangibles a. Ketersediaan sarana dan prasaranan 

pelayanan 

b. Petugas rapid dan profesional 

2. Reliability a. Konsisten dalam memberikan 

pelayanan 

3. Responsiveness a. Kemudahan akses masyarakat untuk 

mendapatkan informasi dan layanan. 

b. Kecepatan petugas dalam 

menanggapi laporan masyarakat 

terkait ODGJ. 

4. Assurance a. Kualifikasi petugas  

b. Petugas yang sopan dan beretika 

5. Empathy a. Kepedulian terhadap kondisi pasien 

rehabilitasi 

b. Kemampuan mendengarkan keluhan 

pasien 
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2.9 Kerangka Pemikiran 

Tabel 2.3 Kerangka Pemikiran 

Kualitas Pelayanan Dinas Sosial Terhadap 
ODGJ Terlantar 

1. Permasalahan terkait meningkatnya 
jumlah ODGJ 

2. Kualitas Pelayanan Dinas Sosial 
terkait ODGJ 

Tangibles Reliability 
Responsive

ness 
Assurnce Emphaty 

Kualitas Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten 

Kampar Terhadap ODGJPenangan ODGJ 

Terlantar 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam berbagai 

aspek sosial, mulai dari kondisi yang terjadi hingga proses berlangsungnya suatu 

peristiwa. Pendekatan kualitatif deskriptif berfokus pada penggambaran fenomena 

secara sistematis, faktual, dan akurat. Melalui metode ini, analisis data diarahkan 

untuk memahami makna, pola, serta hubungan antarfenomena yang muncul dalam 

konteks penelitian. 

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan pertama 

untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan dinas sosial dalam menangani 

ODGJ terlantar, serta untuk mendapatkan masukan dan saran yang dapat 

diperoleh melalui wawancara dengan instansi terkait dan ODGJ itu sendiri. Salah 

satu aspek penting dalam pelaksanaan penelitian kualitatif adalah cara peneliti 

mencatat data melalui catatan lapangan. Pengertian, kegunaan, bentuk isi, dan 

proses pengorganisasian catatan lapangan dijelaskan untuk menguraikan 

bagaimana catatan tersebut disusun. (Masyhuri dan Zainudin, 2009:31). 

Teorisasi dalam penelitian kualitatif menggunakan beberapa model: 

1. Model deduksi, di mana teori digunakan sebagai alat dalam penelitian, 

mulai dari pemilihan dan penentuan masalah, penyusunan hipotesis, 

pengamatan di lapangan, hingga pengujian data. 
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2. Model induksi, yang berarti peneliti tidak harus menguasai teori tertentu 

terlebih dahulu, melainkan langsung terjun ke lapangan. Dalam hal ini, 

penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami realitas sosial, seperti masih 

tingginya jumlah ODGJ terlantar di Kabupaten Kampar. Model induksi, 

dimaksud bahwa peneliti tak perlu tahu tentang sesuatu teori, akan tetapi 

langsung ke lapangan. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif 

memahami realitas sosial yang dalam penelitian ini masih banyaknya 

jumlah ODGJ terlantar di Kabupaten Kampar. Oleh karenanya, melalui 

metode ini diperoleh penjelasan dan gambaran/deskripsi atas peran yang 

dilakukan Dinas Sosial untuk meningkatkan Penanganan ODGJ terlantar. 

3.2  Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di kecamatan kota, kabupaten kampar. 

Berdasarkan data yang didapatkan bahwa jumlah odgj terlantar tertinggi di 

kabupaten kampar yakni pada kecamatan bangkinang kota. Waktu penelitian akan 

dilaksanakan September 2025 

3.3  Jenis dan Sumber Data 

Data adalah keterangan yang benar dan nyata, keterangan atau bahan nyata 

yang dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan atau analisis. Data juga 

mencakup catatan tentang pengukuran dalam berbagai bidang, volume, intensitas 

benda, dan aktivitas kebudayaan, serta kutipan-kutipan dari dokumen dan surat 

kabar. 
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a. Data Primer 

Sumber data primer (Sugiyono, 2011: 156) adalah sumber data yang secara 

langsung memberikan informasi kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, 

data primer diperoleh dari key informan serta informasi yang diperoleh dari objek 

yang diteliti. Key informan yang dianggap memiliki kemampuan untuk 

memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Kepala 

Bidang Rehabilitasi ODGJ, Staff Bidang Rehabilitasi, dan juga masyarakat 

kabupaten Kampar. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder (Sugiyono: 2011: 156) adalah sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 

atau dokumen. Studi pustaka, yaitu berasal dari membaca literatur atau buku atau 

data yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk penelitian ini sumber datanya 

adalah arsip-arsip dan dokumen-dokumen tentang jumlah ODGJ terlantar di 

Kabupaten Kampar dan juga tentang dinas sosial di Kabupaten Kampar, serta 

arsip-arsip tentang kondisi Kabupaten Kampar seperti kondisi geografis dan lain 

sebagainya yang berhubungan dan di butuhkan dalam penelitian ini. 

3.4 Informan Penelitian 

Menurut Moleong (2000: 97), informan penelitian adalah individu yang 

memiliki pengetahuan mendalam tentang suatu masalah atau isu tertentu, dari 

mana informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipercaya dapat diperoleh. Informan 

tersebut dapat memberikan pernyataan, keterangan, atau data yang berguna untuk 

memahami masalah yang sedang diteliti. 
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Subjek dalam penelitian ini ditentukan dengan metode purposive sampling. 

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011: 96). Dengan menggunakan purposive 

sampling, diharapkan sampel yang dipilih sesuai dengan kriteria yang relevan 

dengan penelitian dan dapat memberikan penjelasan yang akurat mengenai 

kondisi sebenarnya dari objek yang diteliti. 

Tabel 3.1 Informan Penelitian 

No Subjek Penelitian Jumlah 

1 Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial 1 orang 

2 Staff Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial 1 orang 

3 Tenanga kesehatan rumah sakit jiwa 1 orang  

4 Masyarakat Kabupaten Kampar 2 orang  

Total  5 orang 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Usman (2009: 52) mengemukakan bahwa observasi adalah pengamatan 

dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penulis 

melakukan observasi langsung dilapangan, sehingga penulis dapat melihat dari 

dekat gejala-gejala yang ada dilapangan, alat pengumpulan datanya disebut 

observasi. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara langsung dengan key informan, dilakukan secara mendalam dengan 

orang-orang yang dianggap memahami permasalahan yang sedang diteliti. 

Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak terkait, seperti Dinas, Bidang, dan 
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individu tertentu yang relevan dengan penelitian. Jenis wawancara yang 

digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, di mana pertanyaan yang diajukan 

dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan informasi yang ingin diperoleh. 

c. Dokumentasi  

Menurut Fuad & Sapto (2013: 61), dokumentasi adalah salah satu sumber 

data sekunder yang penting dalam sebuah penelitian. Studi dokumentasi 

didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui bahan-

bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga yang menjadi objek penelitian. 

3.6 Teknik Analisa 

Setelah data terkumpul, peneliti akan mengolah seluruh data yang ada. 

Proses analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu 

dengan mendeskripsikan secara rinci data yang diperoleh selama penelitian. Miles 

dan Huberman dalam Sugiyono (2012: 246) menyatakan bahwa pengolahan data 

kualitatif melibatkan tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

a. Reduksi  

Reduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting kemudian 

dicari tema dan polanya (Sugiyono: 2012: 247). Pada tahap ini peneliti memilah 

informasi mana yang relevan dan yang mana yang tidak relevan dengan 

penelitian. Setelah direduksi data akan mengerucut. Semakin sedikit dan 

mengarah ke inti permasalahan sehingga mampu memberikan gambaran yang 

lebih jelas mengenai objek penelitian. 
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b. Penyajian data  

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk teks 

deskriptif. Informasi yang diperoleh dari lapangan disajikan dalam teks dengan 

seakurat mungkin, tanpa ada tambahan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. 

Tujuan dari hal ini adalah untuk menyajikan data yang telah direduksi secara 

tepat, mencerminkan keadaan sebenarnya di lapangan. Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan, peneliti berusaha untuk menyajikan data yang akurat dan 

tepat terkait kualitas pelayanan dinas sosial dalam Penanganan ODGJ Terlantar di 

Kabupaten Kampar. Semua data yang disajikan mengacu pada informasi atau data 

yang diperoleh selama penelitian di lapangan. 

c. Penarikan kesimpulan  

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua 

data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan 

kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Kampar 

Kabupaten Kampar terbentuk sejak tahun 1956 berdasarkan Undang 

Undang nomor 12 tahun 1956 dengan Ibukota Bangkinang. Pada awalnya 

Kabupaten Kampar terdiri dari 9 kecamatan dengan dua pembantu bupati sesuai 

dengan surat keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Riau nomor 

KTPS.318/VII/1987, tanggal 17 Juli 1987. Dengan diberlakukannya Undang- 

Undang Nomor 53 tahun 1993 Juncto Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri 

Nomor 75 tahun 1999, tanggal 24 Desember 1999, maka Kabupaten Kampar 

resmi dimekarkan menjadi 3 Kabupaten yaitu Kabupaen Pelalawan, Kabupaten 

Rokan Hulu, dan Kabupaten Kampar sebagai Kabupaten, Kabupaten Kampar 

dikepalai oleh seorang Bupati dengan seorang wakil bupati. Kabupaten Kampar 

terdiri dari 21 kecamatan dan 250 desa/kelurahan. Kabupaten Kampar memiliki 

luas berkisar 211.289,28 km² merupakan daerah yang terletak antara 1°00‟40” 

Lintang Utara sampai 0°27‟00” Lintang Selatan dan 100°28‟30” – 101°14‟30” 

Bujur Timur. 

4.1. Dinas Sosial Kabupaten Kampar 

Instansi sosial lahir dua hari setelah diproklamirkannya Negara Kesatuan 

Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945, bersamaan dengan lahirnya 

beberapa instansi. Pada mulanya instansi sosial dinamakan Kementrian Sosial, 

yang kemudian diganti dengan nama Djawatan pada Tahun 1947, dengan 



 

  

56 

 

keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1947 Tentang Susunan Umum Pemerintahan 

dan Departemen, kemudian diubah menjadi Departemen Sosial sampai dengan 

tanggal 26 Oktober 1999. Sejak berdirinya dan sampai dengan perkembangan 

terakhir, instansi sosial memegang peranan penting, mulai dari hal mengatasi 

masalah sosial disaat perang, korban cacat perang, korban kerusuhan pada saat 

mempertahankan kemerdekaan. Selain hal itu juga pelayanan dapur umum, yang 

menjadi embrio lahirnya Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional pada tanggal 20 

Desember 1949 yang menjadi cikal bakal ditetapkannya sebagai hari-hari besar 

Nasional. Kemudian tugas-tugas instansi Sosial dilengkapi dengan penanganan 

masalah transmigrasi dan perumahan, serta melanjutkan/penanganan dan 

pemulangan orang terlantar. 

Pada tanggal 26 Oktober 1999, Sekretaris Jenderal Departemen Sosial 

diwawancarai oleh TVRI, yang menyatakan bahwa Departemen Sosial berada 

pada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengetasan Kemiskinan. 

Para Kakanwil dan Eselon II di Pusat, diundang oleh Bapak Sekjen guna 

perpisahan dengan Menteri Sosial Prof. DR. Ir. Yustika S Baharsjah, M.Sc. dan 

penyampaian ketidak beradaan Departemen Sosial dan penyususnan Kabinet 

tersebut. 

Sidang paripurna DPR RI pada tanggal 18 November 1999 dengan acara 

pokok mendengarkan penjelasan Presiden mengenai likuidasi Presiden tetap 

berpendirian bahwa Departemen Sosial dan Departemen Penerangan tidak perlu 

ada dalam susunan Kabinet Persatuan Nasional. Dengan Surat Sekretaris Jendral 

Departemen Sosial tanggal 30 Oktober 1999 Nomor: K/HUK/45 bahwa para 
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Kakanwil Departemen Sosial tetap melaksanakan kegiatan sampai dengan Maret 

1999. Sebagai solusi alternative, untuk tingkat pusat tugas pokok dan fungsi. 

Departemen Sosial dilaksanakan oleh Menteri Negara Urusan Masalah 

Kemasyarakatan dan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN), sedangkan 

ditingkat daerah tingkat 1, diperbentukan Pemda Tingkat I berdasarkan Keputusan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 1999 Tentang Badan 

Kesejahteraan Sosial Nasional. 

Gambar 4.1 Kantor Dinas Sosial 

 

Sumber Dinas Sosial Kabupaten Kampar Tahun 2025 

 

Pada tahun 2002 Kantor Departemen Sosial Kabupaten Kampar menjadi 

Badan Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan masyarakat (BSPPM) Kabupaten 

Kampar. Dengan dikeluarkannya Perda tersebut BSPPM dipimpin oleh Kepala 

Badan dalam Jabatan Struktural Eselon II dengan Kepala Dinasnya yaitu H. Jhan 

Sabri, Drs. Zulfan Hamid, M.Si. dan Muhammad Saleh, MM. Beradasarkan 

Perda Nomor 06 Tahun 2008 Susunan Organisasi Badan Sosial Pemberdayaan 

dan Perlindungan Masyarakat (BSPPM) Kabupaten Kampar berubah menjadi 
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Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar dalam Jabatan Struktural 

Eselon II. B yaitu: 

1) Tahun 2009- 2011 di pimpin oleh Drs. Zamhur. 

2) Tahun 2011-2012 dipimpin oleh Drs. Basrun, M.Pd.  

3) Tahun 2012-2013 dipimpin oleh oleh dua orang Kepala Dinas yaitu Drs. 

Nazaruddin, M.Si. dan Zamzamir, SE.  

4) Tahun 2013-2015 dipimpin oleh Ir. Anizur, M.Si. 

5) Tahun 2015-2016 dipimpin oleh Drs. Kamaluddin, M.Si. Sebagai Plt. 

6) Tahun 2016-2017 dipimpin oleh Ir. Dahlan. 

7) Tahun 2018 dipimpin oleh Drs. M. Amin Filda. 

8) Tahun 2019- 2021 di pimpin oleh Zamzami Hasan, SE, M.Si 

9) Tahun 2021-2023 di pimpin oleh Drs. Muhammad M.Si 

10) Tahun 2023- Sekarang di pimpin oleh Zamzami Hasan, SE, M.Si 

Pada Tahun 2017 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar 

berdiri sendiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten. Kampar menjadi 

Organiasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial Kabupaten Kampar. 

4.2. Struktur Organisasi 

Bentuk dari struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kampar dapat 

dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kampar 

 

Sumber Dinas Sosial Kabupaten Kampar Tahun 2025 

 

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kampar tersebut, 

Memiliki tugas dan fungsi berdasarkan bidang masing-masing yaitu sebagai 

berikut: 

1. Kepala Dinas Sosial, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis dalam urusan Sosial 

 

b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum. 

 

c. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi. 

 

d. Pembinaan dan pelaporan. 

 

e. Penyelenggaraan urusan penatausahaan Dinas. 

 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

2. Sekretariat, terbagi menjadi : 
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a. Sub bagian umum dan kepegawaian 

b. Kelompok jabatan fungsional 

 

Sekretaris Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan program kerja Dinas 

b. Penyelenggaraan pelayanan adiminstrasi, keuangan, kepegawaian, tata 

persuratan, perlengakapan, umum dan rumah tangga. 

c. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi Dinas. 

d. Pengkoordinasian rapat Dinas dan keprotokolan. 

e. Pengkoordinasian laporan tahunan 

f. Pengkoordinasian kebersihan, keindahan, ketertiban dan aset Dinas. 

Sub Bagian Umum Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, 

umum, perlengkapan dan rumah tangga serta kearsipan berdasarkan 

perundang- undangan yang berlaku. 

b. Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan 

perundang- undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi 

Sub Bagian Umum. 

c. Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait 

sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat. 

d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, 
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upacara- upacara dan rapat-rapat Dinas. 

e. Pengelolaan perjalanan Dinas dan operasional rumah tangga Dinas. 

 

f. Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan 

penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, 

penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang 

milik daerah. 

g. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa. 

 

h. Pelaksanaan pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik 

Daerah (BMD) dan tugas lainya. 

Sub Bagian Keuangan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan Program kerja. 

 

b. Pengumpulan data dan informasi. 

 

c. Pengendalian dan Pelaporan. 

 

d. Pengumpulan petunjuk teknis. 

 

e. Perumusan rencana kerja. 

 

f. Penyusunan tindak lanjut laporan pelayanan. 

 

g. Pelaksanaan Akutansi Dinas dan tugas lainya. 

 

3. Bidang rehabilitasi sosial terdiri dari, Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan 

Lanjut Usia, Seksi Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial 

dan Perdagangan Orang. Bidang rehabilitas sosial memiliki tugas dan fungsi 

sebagai berikut: 

a. Penanganan ODGJ yang memiliki keluarga 
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b. Penanganan ODGJ terlantar

 

c. Penanganan anak berhadapan dengan hukum 

 

d. Nikah bawah umur 

 

e. Penyediaan alat bantu bagi Disabilitas 

 

f. Usaha ekonomi produktif Disabilitas 

 

g. Usaha ekonomi produktif lansia 

 

h. Mayat terlantar 

 

4. Bidang pemberdayaan sosial, terdiri dari Seksi Pembinaan dan 

Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Seksi Kepahlawanan, Pemakaman 

Umum, dan Restorasi Sosial. Bidang pemberdayan sosial memiliki tugas 

dan fungsi yaitu sebagai berikut: 

a. Pelayanan sistem rujukan terpadu 

 

b. Pendaftaran LKS/organisasi sosial berbadan hukum 

 

c. Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional 

 

d. Penyelenggaraan pemakaman jenazah 

 

5. Bidang perlindungan dan jaminan sosial, terdiri dari Seksi Perlindungan 

Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial, dan Seksi Jaminan Sosial. Bidang 

perlindungan dan jaminan sosial memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: 

a. Pengajuan Kartu Indonesia Sehat 

b. Layanan Program Keluarga Harapan 

c. Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) 

d. Standar pelayanan korban bencana 

6. Bidang penanganan fakir miskin, terdiri dari Seksi Penguatan kapasitas dan 



 

  

63 

 

Pendamping Fakir Miskin, Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan  

Serta Penataan Lingkungan Sosial. Bidang penanganan fakir miskin 

memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: 

a. Pembuatan Surat keterangan terdaftar dalam DTKS 

 

b. Penerima bantuan sosial kelompok usaha bersama (KUBE) 

 

c. Pengusulan penerima Bansos sembako. 

 

4.3. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Kampar 

4.3.1 Visi Dinas Sosial Kabupaten Kampar 

Dalam mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan 

peluang yang ada di Kabupaten Kampar serta mempertimbangkan budaya yang 

hidup dalam masyarakat, maka Visi Dinas Sosial Kabupaten Kampar yang hendak 

dicapai dalam tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar 

yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Berdaya, Kreatif dan Dinamis dalam Suasana 

kehidupan yang Agamis”. 

4.3.2 Misi Dinas Sosial Kabupaten Kampar 

a. Terwujudnya Masyarakat Berdaya, Kreatif dan Dinamis dalam 

Suasana kehidupan yang Agamis. 

b. Meningkatkan pelayanan dan pemanfaatan potensi sumber Kesejahteraan 

Sosial untuk program masalah Sosial. 

c. Meningkatkan Pembinaan dalam Pelayanan dan Penanggulangan 

berbagai bentuk penyakit masyarakat. 

d. Meningkatkan peranan Pengawasan Pelaksanaan Undang-undang 

Ketenagakerjaan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelayanan Dinas Sosial Kabupaten 

Kampar dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), peneliti 

menyimpulkan bahwa: 

1. Kualitas pelayanan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 

belum optimal karena keterbatasan jumlah petugas di setiap kecamatan, 

meskipun sumber daya manusia yang tersedia cukup kompeten dan responsif. 

Aspek tangible, pelayanan masih terkendala sarana dan prasarana yang 

terbatas, seperti belum tersedianya rumah singgah atau ruang observasi 

khusus, keterbatasan alat teknis (borgol medis, body protector, blanket 

khusus), serta hanya adanya satu unit ambulans yang menyebabkan 

keterlambatan penanganan. Aspek reliability, meskipun setiap laporan 

berusaha ditindaklanjuti, namun keterbatasan fasilitas dan koordinasi 

menyebabkan pelayanan belum sepenuhnya berjalan efektif dan konsisten. 

Dari aspek responsiveness, respon cepat diberikan hanya pada kasus darurat, 

sedangkan kasus non-darurat sering tertunda akibat hambatan administrasi 

dan keterbatasan sumber daya manusia. Aspek assurance, petugas sudah 

menjalankan tugas sesuai SOP, tetapi keterampilan teknis khusus dalam 

menghadapi ODGJ agresif masih kurang optimal sehingga memerlukan 

peningkatan kompetensi. Aspek empathy, sikap ramah dan humanis sudah 
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terlihat, tetapi keterbatasan jumlah tenaga dan dukungan anggaran membuat 

pendampingan lanjutan terhadap pasien dan keluarga belum maksimal. 

2. Dalam menghadapi berbagai hambatan di lapangan, Dinas Sosial berupaya 

semaksimal mungkin memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dan 

mengoptimalkan penggunaannya. Dalam hal transportasi Dinas Sosial 

mempererat koordinasi dengan pihak desa dan aparat kepolisian untuk 

mendukung mobilitas petugas. Sementara itu untuk kebutuhan rumah singgah, 

Dinas Sosial memanfaatkan salah satu ruangan yang ada di kantor sebagai 

tempat penampungan sementara meskipun tidak menjamin keamanan dan 

kenyamanan baik untuk petugas maupun ODGJ. 

 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Dinas Sosial Kabupaten Kampar sebaiknya segera merealisasikan penyediaan 

rumah singgah atau ruang observasi khusus agar penanganan ODGJ lebih 

maksimal. 

2. Perlu adanya penambahan SDM dan peningkatan kapasitas petugas melalui 

pelatihan khusus mengenai penanganan ODGJ, terutama yang berperilaku 

agresif. 
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3. Dinas Sosial perlu memperkuat koordinasi dan kerja sama lintas sektor 

dengan kepolisian, rumah sakit jiwa, desa, dan masyarakat untuk 

mempercepat penanganan kasus. 

4. Disarankan agar Dinas Sosial meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada 

masyarakat guna mengurangi stigma terhadap ODGJ serta mendorong 

keluarga agar lebih terbuka melapor. 

5. Pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan anggaran yang 

memadai sehingga keterbatasan sarana, prasarana, dan transportasi dapat 

teratasi. 
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LAMPIRAN 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Karakteristik  Informan (Pihak Dinas Sosial) 

Nama   :  

Jenis Kelamin   : 

Pendidikan Terakhir  : 

Umur    :  

Jabatan  : 

Tanggal   : 

Wawancara  : 

2. Pertanyaan 

Indikator Sub Indikator Pertanyaan 

Tangibles 

Ketersediaan sarana dan 

prasarana 

 Bagaimana menurut Anda 

mengenai kelayakan sarana 

dan prasarana yang 

digunakan dalam menangani 

ODGJ? 

 Bagaimana pendapat Anda 

mengenai ketersediaan 

peralatan penunjang (alat 

transportasi) dalam 

pelayanan penanganan ODGJ 

? 

Petugas rapid dan 

profesional 

 Menurut Anda, apakah 

penampilan pegawai sudah 

mencerminkan 

profesionalitas dalam 

memberikan layanan? 

Reliability 
Konsisten dalam 

memberikan pelayanan  

 Menurur anda apakah 

pelayanan yang diberikan 

Dinas Sosial sudah sesuai 

dengan prosedur dan SOP 

terkhusus pada bagian 

layanan penanganan terhadap 

ODGJ? 

 Bagaimana pendapat Anda 

tentang ketepatan waktu 

pelayanan, khususnya saat 

menerima laporan kasus 

ODGJ? 

Responsiveness 

Kemudahan akses 

masyarakat untuk 

mendapatkan informasi dan 

 Bagaimana menurut Anda 

tentang kemudahan akses 
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layanan. informasi dan layanan yang 

diberikan kepada 

masyarakat? 

Kecepatan petugas dalam 

menanggapi laporan 

masyarakat terkait ODGJ 

 Apakah petugas selalu 

bersedia membantu tanpa 

menunda-nunda waktu saat 

mendapat laporan terkait 

adanya ODGJ? 

 Bagaimana penilaian Anda 

terhadap kecepatan petugas 

dalam menanggapi laporan 

atau permintaan layanan 

terkait penangkapan ODGJ? 

Assurance 

Kualifikasi petugas 

penanganan ODGJ 

 Bagaimana menurut Anda 

tentang kompetensi petugas 

dalam menangani ODGJ? 

 Apakah petugas mematuhi 

etika pelayanan sosial serta 

menjaga hak-hak ODGJ? 

Adanya jaminan 

keberlanjutan layanan (tidak 

berhenti hanya sekali 

tangani). 

 

 Bagaimana pendapat Anda 

tentang jaminan 

keberlanjutan layanan yang 

diberikan (tidak berhenti 

hanya sekali tangani)? 

Empathy 

Kepedulian terhadap kondisi 

pasien rehabilitasi dan 

keluarganya 

 Apakah petugas mampu 

mendengarkan dan 

memahami kebutuhan 

individu ODGJ dengan baik? 

 Bagaimana pendapat Anda 

mengenai perlakuan adil 

terhadap semua ODGJ tanpa 

diskriminasi? 

 Apakah layanan yang 

diberikan cukup fleksibel 

sesuai kondisi dan kebutuhan 

khusus ODGJ? 
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1.  Karakteristik  Informan (Masyarakat) 

Nama   :  

Jenis Kelamin   : 

Pendidikan Terakhir  : 

Umur    :  

Jabatan  : 

Tanggal   : 

Wawancara  : 

2.  Pertanyaan 

Indikator Sub Indikator Pertanyaan 

Tangibles 

Ketersediaan sarana dan 

prasaranan pelayanan 

 Menurut Anda, apakah 

sarana dan prasarana yang 

disediakan Dinas Sosial 

sudah memadai dalam 

menangani ODGJ? 

 Apakah menurut Anda 

peralatan atau fasilitas 

pendukung (transportasi) 

sudah mencukupi? 

Petugas rapid dan 

profesional 

 Bagaimana penilaian Anda 

terhadap penampilan pegawai 

saat memberikan layanan? 

Reliability 

Konsisten dalam 

memberikan pelayanan. 

 Apakah menurut Anda 

petugas Dinas Sosial 

memberikan pelayanan 

sesuai prosedur dan tidak 

berbelit-belit? 

Ketepatan waktu dalam 

memberikan 

bantuan/penanganan kasus 

ODGJ. 

 Bagaimana menurut Anda 

terkait ketepatan waktu 

pelayanan ketika melapor 

kasus ODGJ? 

Responsiveness 

Kemudahan akses 

masyarakat untuk 

mendapatkan informasi dan 

layanan. 

 Menurut Anda, apakah akses 

untuk melaporkan dan 

meminta bantuan mudah 

dilakukan? 
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Kecepatan petugas dalam 

menanggapi laporan 

masyarakat terkait ODGJ. 

 Bagaimana menurut Anda 

tentang kecepatan petugas 

dalam merespons laporan 

ODGJ yang Anda 

sampaikan? 

 Apakah petugas bersedia 

membantu dengan segera 

ketika Anda membutuhkan 

pelayanan terkait penangan 

ODGJ? 

Assurance 

Kualifikasi petugas 

penanganan ODGJ  

 Apakah Anda merasa bahwa 

petugas cukup kompeten 

dalam menangani ODGJ? 

 Menurut Anda, apakah 

pelayanan yang diberikan 

membuat Anda dan 

masyarakat sekitar merasa 

aman dan nyaman? 

Adanya jaminan 

keberlanjutan layanan (tidak 

berhenti hanya sekali 

tangani). 

 

 Apakah Anda merasa ada 

jaminan keberlanjutan 

layanan (tidak hanya 

ditangani sekali lalu 

ditinggalkan)? 

Empathy 

Kepedulian terhadap kondisi 

pasien rehabilitasi dan 

keluarganya  

 Bagaimana menurut Anda 

mengenai keramahan dan 

sikap peduli petugas terhadap 

Anda dan ODGJ yang 

dilaporkan? 

 Apakah petugas 

mendengarkan dan 

memahami kebutuhan Anda 

serta kondisi ODGJ? 

 Apakah menurut Anda ODGJ 

diperlakukan dengan adil 

tanpa diskriminasi oleh 

petugas? 
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1.   Karakteristik  Informan (Pihak Rumah Sakit) 

Nama   :  

Jenis Kelamin   : 

Pendidikan Terakhir  : 

Umur    :  

Jabatan  : 

Tanggal   : 

Wawancara  : 

2.   Pertanyaan 

Indikator Sub Indikator Pertanyaan 

Tangibles 

Ketersediaan sarana dan 

prasaranan pelayanan 

 Bagaimana pendapat 

rumah sakit 

mengenai 

kelengkapan fasilitas 

dan sarana 

transportasi yang 

disediakan Dinas 

Sosial ketika merujuk 

ODGJ? 

 Bagaimana kesan 

Anda terhadap 

kondisi fisik sarana 

layanan awal Dinas 

Sosial sebelum 

pasien dirujuk ke 

rumah sakit? 

 Apakah menurut 

pihak rumah sakit, 

dokumen rujukan dan 

administrasi yang 

diberikan Dinas 

Sosial sudah rapi dan 

lengkap? 

Petugas rapid dan 

profesional 

 Apakah penampilan 

dan sikap petugas 

Dinas Sosial saat 

mengantar rujukan 

mencerminkan 

profesionalitas? 

Reliability 
Konsisten dalam 

memberikan pelayanan. 

 Apakah informasi 

yang diberikan Dinas 

Sosial mengenai 

kondisi awal ODGJ 
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sudah akurat dan 

sesuai kenyataan? 

Ketepatan waktu dalam 

memberikan 

bantuan/penanganan 

kasus ODGJ. 

 Bagaimana menurut 

Anda tentang 

ketepatan waktu 

Dinas Sosial dalam 

merujuk ODGJ ke 

rumah sakit? 

Responsiveness 

Kemudahan akses 

masyarakat untuk 

mendapatkan informasi 

dan layanan. 

 

 Bagaimana menurut 

Anda mengenai 

kemudahan 

koordinasi dengan 

Dinas Sosial ketika 

ada kebutuhan 

tambahan dari pihak 

rumah sakit? 

Kecepatan petugas 

dalam menanggapi 

laporan masyarakat 

terkait ODGJ. 

 Bagaimana penilaian 

rumah sakit terhadap 

kecepatan respon 

Dinas Sosial dalam 

melakukan rujukan 

ODGJ ketika ada 

kebutuhan 

mendesak? 

Assurance 

Kualifikasi petugas 

penanganan ODGJ. 

 Menurut Anda, 

apakah petugas Dinas 

Sosial memiliki 

pengetahuan dan 

kompetensi yang 

cukup mengenai 

penanganan ODGJ 

sebelum dirujuk? 

 Menurut Anda, 

bagaimana Dinas 

Sosial mematuhi 

etika pelayanan sosial 

dalam menangani 

ODGJ yang dirujuk 

ke rumah sakit? 

Adanya jaminan 

keberlanjutan layanan 

(tidak berhenti hanya 

sekali tangani). 

 Bagaimana pendapat 

Anda tentang 

kepastian tindak 

lanjut layanan dari 

Dinas Sosial pasca 

rehabilitasi? 
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Empathy 

Kepedulian terhadap 

kondisi pasien 

rehabilitasi dan 

keluarganya 

 Bagaimana penilaian 

Anda terhadap 

kepedulian Dinas 

Sosial dalam 

mendampingi ODGJ 

saat proses rujukan 

ke rumah sakit? 

 Apakah Dinas Sosial 

menunjukkan 

kemauan untuk 

memahami 

kebutuhan khusus 

pasien ODGJ sesuai 

kondisi yang 

dilaporkan? 

 Menurut Anda, 

apakah Dinas Sosial 

memperlakukan 

pasien ODGJ dengan 

adil dan tanpa 

diskriminasi? 

. 
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DOKUMENTASI 

 

 
Wawancara dengan Pihak Dinas Sosial Kampar 

 

 
Wawancara dengan Pihak Dinas Sosial Kampar 
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Wawancara dengan Bapak Firdaus Pelapor Bangkinang Kota 

 

 
Wawancara dengan Bapak Andi Pahrizal Pelapor di Kecamatan Tambang 
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Wawancara dengan Pihak RSJ Tampan 
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DOKUMENTASI PENANGANAN ODGJ DARI PIHAK DINAS SOSIAL 

KAMPAR 

 
Perujukan ODGJ Ke RSJ Tampan Malam Hari 

 

 
Penyerahan ODGJ ke RSJ Tampan dan menggunakan baju khusus pasien ODGJ 
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Pemulangan ODGJ 

 

 
Pemborgolan ODGJ menggunakan borgol dari aparat kepolisian 
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ODGJ dimasukkan kedalam mobil Dinas Sosial 

 

 
Pengantaran pemulangan ODGJ ke pihak keluarga 
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Pengamanan ODGJ menggunakan tali 
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